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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan 

dalam peningkatan pendapatan daerah, serta untuk mengetahui tingkat efisiensi pemungutan 

Pajak Bumi dan Banguana di Kabupaten Gorontao Utara. Dalam Penelitian ini metode yang 

dipakai adalah metode kuantitatif dekskptif dengan melampirkan laporan keuangan untuk 

menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten 

Gorontalo Utara, kemudian ditinjau dari Rasio Evektivitas dan Rasio Efisiensi Pajak Bumi 

Dan Bangunan. 

Berdasarkan hasil penelitian menjukan bahwa penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan 

(PBB)  pada Kabupaten Gorontalo Utara  di katagorikan efektif apabila Rasio ini mencapai 

100%.secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak bumi dan banggunan di Kabupaten 

Gorontalo Utara pada tahun 2013 hanya mencapai 66% yang termasuk dalam katagori kurang 

efektif. Sendangkan dalam kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2019 berada pada 

katagori efektif. Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan selama tahun 2014 sampai denga 

2018 namun kenaikanya tidak terlalu besar.  

Kemudian Pada tingkatan efisien dari tahun 2015 sampai dengan 2019 termasuk dalam 

katagori sangat efisien dan efisien di karenakan penggunana biaya pemunggutan di gunakan 

dengan baik. 

 

Kata Kunci : Efektivitas PBB,Efisiensi PBB. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Pembangunan di Indonesia pada tingkat Provinsi maupun tingkat Daerah pada saat ini 

dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan 

cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam undang-undang Dasar 1945,yang berbunyi 

“Untuk memajukan Kesejahteraan umum”, sehinga pembangunan yang ada didaerah 

merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Sendangkan pembagunan daerah  

diupayakan agar daerah tersebut dapat mengolah sediri potensi daerahnya bersama 

masyarakat sekitarsupaya mereka dapat  meningkatkan perkembangan pada bidang 

ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakat.(Puspitasari : 2014) 

Demi mencapai pembangunan yang optimal setiap penduduk harus meningkatkan, 

mengembangkan, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya 

manusia atau sember daya alam. Selain dari aspek  sumber daya manusia dan sumber daya 

alam salah satu aspek penentu berjalanya suatu pembangunan adalah tersedianya dana 

yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan. 

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada januari 2001 

menyebabkan reaksipro dan kontara dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah 

yang memiliki sumberdaya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah 

tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki 

sumberdaya alam merasa sedikit kawatirkarena pemerintahdaerah selalu mengharapkan  

sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya. 

Untuk memksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta 

mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat agar mendapatkan sumbangan dari 
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pemerintah pusat maka pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD). 

Pendapatann asli daerah bedasarkan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antar pusat dan daerah pasal 1 angka 18 “pendapatan asli daerah, 

selajutnya disebut PAD adalah pendapatan yang timah daerah yang dipungut bedasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang”. 

Sedangkan menurut Helina Rahman (2005) pendapatan asli daerah merupakan 

pandapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi,hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas 

desentralisasi. 

Kebijakan keuangan daerah yang ditunjukan untuk meningkatkan pendapatan daerah 

sesuai dengan kebutuhannya. Pengeluaran daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah 

dalam badan pembangunan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya. 

Dengan begitu, usaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilihat dari sudut 

pandang yang lebih luas tidak hanya ditunjau dari segi daerah masing-masing, tapi juga 

seluruh wilayah Indonesia .  

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dipertimbangkan sebagai alternatif untuk 

memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan berbagai keperluan yang ditentukan 

oleh daerah khusus keperluan rutin. Oleh karena itu meningkatkan pendapatan ini 

merupakan hal yang dikehendaki daerah.  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya 

bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional , yang merupakan  pengamalan 

pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejateraan masyarakat. 

Dengan demikian system perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak 
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diintensifkan, dan aparat perpajakan atau pengelolah juga harus makin mampu dan bersih 

sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional. 

(Adelina:2011). 

Untuk merealisasikan anggaran pembangunan dalam jumlah yang sangat besar, baik 

dari dalam negri maupun dari luar negeri. Dana yang diperlukan dalam berinvestsi 

sebaiknya dana yang berasal dari dalam negeri, agar dapat mengurangi jumlah utang 

negara. Sumber pendapatan Negara dapat berasal dari penghasilan dari perusahaan-

perusahaan entah itu perusahaan dari negara ini sendiri maupun perusahaan yang di 

bangun oleh pihak asing di Indonesia. Negara,yang berpenghasilan dari barang-barang  

yang dimiliki oleh pemerintah atau barang-barang yang di kuasai oleh pemerintah, serta 

penerimaan dari berbagai macam pajak. Sebagai salah satu penerimaan bagi Negara, pajak 

sangat dibutuhkan dalam pembiayaan, pembangunan dan pengeluaran Negara. Pajak dapat 

didefinisikan sebagai iuaran rakyat kepada KAS Negara berdasarkan undang-undang tanpa 

mendapatkan balas jasa langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejatraan umum. (Sapriadi : 2009). 

Berdasarkan wewenang pemungutanya, di indonesia pajak dapat dibagi menjadi dua 

yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat merupakan pajak yang pemungutanya dan 

pengelolahanya di lakukan oleh pemerintah pusat. Sendangkan pajak daerah di olah oleh 

pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna unutuk 

menunjang penerimaan pendapatan asli daerah salah satu jenis pajak daerah adalah pajak 

bumi dan bangunan yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, 

diperoleh kemanfaatanya, maupun di kuasai. Dasar hukumnya adalah Undang-undang. 

(Adelina, 2011) 

Pajak Bumi Dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya 

akan dilimpahkan kepada daerah. Dengan di berlakukanya Undang-undang No. 28 tahun 
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2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan 

dialihkan menjadi pajak daerah. Maka penerima pajak ini akan dihitung sebagai 

pendapatan asli daerah danmenambah sumber PAD,juga meningkatkan kemampuan 

daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya itu sendiri. Dengan mengoptimalkan sektor 

penerimaan pajak bumi dan bangunan ini, diharapkan kepada pemerintah daerah mampu 

berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan di 

daerahnya masing-masing. 

Pemungutan pajak bumi dan bangunan di dasarkan pada undang-undang. Nomor 12 

tahun 1985 tentang pajak bumi dan bagunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 

68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah di 

ubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas undang-

undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaga 

NegaraRepublik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 

Nomor 3569). Pajak Bumi Dan Bangunan selanjutnya di sebut PBB adalah pajak yang di 

kenakan atas bumi dan bangunan Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 

10% (Sepuluh Persen) untuk pemerintah dan 90% (Sembilang Puluh Persen) untuk daerah. 

Pembagian secara merata kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan dalam rangka 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah Sendangkan pemberian Isentif di 

maksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan PBB dari sektor perkotaan dan 

sektor perdesaan. 

Efektifits bersasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “Efektivity” yang berarti tingkat 

kejadian, tingkat pengadaan, atau tingkat keberhasilan. Efetivitas pada dasarnya         

merupakan pancapaian hasil sesua dengan tujuan seperti yang teah ditetapkan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah merupakan 

pajak yang bersifat objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terhutang ditentukan 
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oleh keadaan objeknya yaitu bumi (Tanah) dan /Bangunan. Kondisi dan keadan objek 

pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam 

menentukan besarnya pajak terutang. 

Akibat reformasi yang terjadi sejak tahun 1997, membawa dampak yang positif 

terhadap terbentuknya daerah otonomi baru. Ada beberapa daerah otonomi baru yang 

sudah di bentuk berdasarkan undang-undang, baik daerah otonomi baru baik provinsi 

Maupun Kabupaten kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban 

mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahanya untuk meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. 

 Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada undang-undang Nomor 22 Tahun 

1999 kemudian direvisi menjadi undang-undang Nomor. 32 tahun 2004tentang pemerintah 

daerah. Di provinsi Gorontalo juga di bentuk beberapa daerah otonomi baru salah satu 

diantaranya adalah Kabupaten Gorontalo utara yang di bentuk berdasarkan undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang pembentukan kabupaten Gorontalo 

utara di Provinsi Gorontalo.sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang di 

mulai tahun 2007, Kabupaten Gorontalo Utara di tuntut untuk berupaya meningkatkan 

sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah 

danlebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi penyelenggaraan 

pemerintah tersebut, Kabupaten Gorontalo Utara berhak mengeluarkan pungutan pajak 

kepada masyarakat. 

 Di Kabupaten Gorontalo Utara sendiri pajak yang menjadi salah satu pendapatan 

daerah adalah Pajak Bumi dan Banguana di karenakan pajak bumi dan bangunan (PBB) 

merupakan salah satu factor pemesukan bagi kabupaten gorontalo utara yang cukup 

potensial dan berkotribusi terhadap pendapatan kabupaten jika dibandingkan dengan 

pajak lainya.  
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 Penerimaan pajak dari pertmbuhan ekonomi di kabupaten gorontalo utara untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuat masyarakat memiliki financial untuk 

membayar pajak yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan 

kondisi ekonomi nasional. Berikut ini adalah penerimaan pajak bumi dan banguana di 

Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013-2018. 

 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2013-2018 

 
  TARGET 

NO KECAMATAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Sumalata 54.567.963 54.946.896 56.962.251 66.387.280 66.459.784 66.588.726 

2 Sumalata 

Timur 

25.308.776 26.114.762 27.597.083 32.833.931 33.028.979 33.026.419 

3 Tolinggula 40.248.899 41.050.792 43.435.885 52.153.938 52.172.703 52.145.902 

4 Biau 34.095.651 34.594.725 34.530.430 40.275.998 40.255.646 40.244.967 

5 Kwandang 167.706.858 169.467.972 191.751.522 203.549.288 201.846.937 201.141.046 

6 Tomilito 52.426.549 54.154.581 55.441.792 60.797.309 61.257.720 63.928.465 

7 Ponelo 

Kepulawan 

5.848.446 6.238.380 6.830.808 15.239.169 15.207.586 15.144.387 

8 Anggrek 85.036.954 86.818.441 91.033.940 100.559.431 136.994.470 136.660.618 

9 Monano 39.011.123 40.201.913 42.370.551 48.314.324 48.343.830 49.457.965 

10 Atinggola 55.910.875 57.456.020 61.879.518 76.141.294 76.112.837 76.096.277 

11 Gentuma Raya 50.757.628 50.731.871 52.205.369 58.651.906 59.029.164 58.951.370 

 Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara (Diolah kembali) 

  REALIALISASI 

NO KECAMATAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Sumalata 54.567.963 54.946.896 56.962.251 66.387.280 66.459.784 66.588.726 

2 Sumalata 

Timur 

25.308.776 26.114.762 27.597.083 32.833.931 33.028.979 33.026.419 

3 Tolinggula 40.248.899 41.050.792 43.435.885 46.386.015 52.172.703 52.145.902 

4 Biau 34.095.651 34.594.725 34.530.430 15.625.147 40.255.646 40.244.967 

5 Kwandang 11.920.007 157.577.942 189.322.067 202.798.088 201.324.152 200.709.852 

6 Tomilito 43.377.254 54.154.581 52.596.096 58.077.943 59.311.527 61.937.636 

7 Ponelo 

Kepulawan 

5.848.446 6.238.380 6.830.808 15.239.169 15.207.586 15.144.387 

8 Anggrek 36.240.938 86.818.441 86.679.060 100.559.431 136.994.470 128.380.844 

9 Monano 39.011.123 40.201.913 42.370.551 48.314.324 48.343.830 49.457.965 

10 Atinggola 55.910.875 57.456.020 61.879.518 73.711.294 76.112.837 76.096.277 

11 Gentuma Raya 58.951.370 50.757.628 52.205.369 58.651.906 59.029.164 58.951.370 

 Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara (Diolah kembali) 

 Dilihat dari table 1.1 diatas, dari kecamatan Sumalata pada tahun 2013 taerget sebesar 

Rp.54.567.963.- yang terealisasi Rp.54.567.963. Kemudian pada tahun 2014 target 
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Rp.54.946.896 dan realisasi Rp.54.946.896, pada tahun 2015 target Rp.56.962.251 dan 

realisasi Rp.56.962.251, Pada tahun 2016 target Rp.66.387.280 dan realisasi 

Rp.66.387.280 .  Pada tahun 2017 target Rp.66.594.784 dan realisasi Rp.66.594.784 dan 

pada tahun 2018 target Rp.66.588.726 dengan realisasi Rp.66.588.726 artinya pada 

tahun 2013 sampai dengan 2018 penerimaan PBB di Kecamatan Sumalata sudah sangat 

bagus dan memenuhi target karena adanya kesadaran dari wajib pajak akan kewajiban 

membayar pajak dan di tambah sikap tegas para pemungut pajak dalam melaksanakan 

tugasnya. 

Kemudian dari kecamatan Sumalata Timur pada tahun 2013 taerget sebesar 

Rp.25.308.776.- yang terealisasi Rp.25.308.776. Kemudian pada tahun 2014 target 

Rp.26.114.762  dan realisasi Rp.26.114.762  , pada tahun 2015 target Rp.27.597.083  

dan realisasi Rp.27.597.083, Pada tahun 2016 target Rp.32.833.931  dan realisasi 

Rp.32.833.931.  Pada tahun 2017 target Rp.33.028.979  dan realisasi Rp.33.028.979   

dan pada tahun 2018 target Rp.33.026.419  dengan realisasi Rp.33.026.419  artinya pada 

tahun 2013 sampai dengan 2018 penerimaan PBB di Kecamatan Sumalata timur sudah 

sangat bagus dan memenuhi target sama halnya pada kecamatan sumalata di kecamatan 

sumalata timur juga para wajib pajak sadar dan taat dalam kewajibanya untuk 

pembayaran pajak maka pemungutan PBB pada kecamatan sumalata timur selalu baik 

setiap tahunya. 

Kemudian dari kecamatan Tolinggula pada tahun 2013 taerget sebesar 

Rp.40.248.899.- yang terealisasi Rp.40.248.899. Kemudian pada tahun 2014 target 

Rp.41.050.792  dan realisasi Rp.41.050.792  , pada tahun 2015 target Rp.43.435.885  

dan realisasi Rp.43.435.885  , Pada tahun 2016 target Rp.52.153.938  dan realisasi 

Rp.46.386.015.  Pada tahun 2017 target Rp.52.172.703  dan realisasi Rp.52.172.703  dan 

pada tahun 2018 target Rp.52.145.902  dengan realisasi Rp.52.145.902  artinya pada 
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tahun 2013 sampai dengan 2018 penerimaan PBB di Kecamatan Tolinggula sudah 

sangat bagus walaupun realisasi penerimaan pada tahun 2016 tidak mencapai target. Di 

karenakan pada tahun 2016 target PBB di kecamatan tolinggula naik disebabkan  

bertambahnya para wajib pajak yang baru dan menyebabkan penerimaan PBB pada 

tahun 2016 tidak sesuai target sebab para wajib pajak yang baru ini belum tau apa 

kewajiban mereka sebagai WP. 

Kemudian dari kecamatan Biau pada tahun 2013 taerget sebesar Rp.34.095.651.- 

yang terealisasi Rp.34.095.651. Kemudian pada tahun 2014 target Rp.34.594.725 dan 

realisasi Rp.34.594.72 pada tahun 2015 target Rp.34.530.430 dan realisasi 

Rp.34.530.430 Pada tahun 2016 target Rp.40.275.998 dan realisasi Rp.15.265.174.  Pada 

tahun 2017 target Rp.40.255.646 dan realisasi Rp.40.255.646 dan pada tahun 2018 target 

Rp.40.244.976 dengan realisasi Rp.40.244.976 artinya pada tahun 2013 sampai dengan 

2018 penerimaan PBB di Kecamatan Biau sudah sangat bagus walaupun realisasi 

penerimaan pada tahun 2016 tidak mencapai target. Sama halnya dengan kecamatan 

tolinggula pada kecamatan Biau juga di dapatkan tidak tercapainya target PBB pada 

tahun 2016 kasusnya masih sama seperti dua kecamatan yang sudah dibahas tadi yaitu 

masih kurangnya kesadaran wajib pajak yang baru dalam pembayaran PBB. 

Kemudian dari kecamatan Kwandang pada tahun 2013 target sebesar 

Rp.167.706.858.- yang terealisasi Rp.11.920.007. Kemudian pada tahun 2014 target 

Rp.169.467.972 dan realisasi Rp.157.577.942 pada tahun 2015 target Rp.191.751.522 

dan realisasi Rp.189.322.067, Pada tahun 2016 target Rp.203.549.288 dan realisasi 

Rp.202.798.088.  Pada tahun 2017 target Rp.201.846.937 dan realisasi Rp.201.324.152 

dan pada tahun 2018 target Rp.201.141.046 dengan realisasi Rp.200.709.852. Pada 

kecamatan Kwandang yang sangat kecil penerimaan PBBnya adalah pada tahun 2013 itu 

di karenakan pada tahun tersebut masih kurangnya sosialisasi tentang WP dan pada saat 
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itu juga kabupaten Gorontalo utara masih dalam proses pemisahan jadi para pemungut 

pajak masih belum fokus pada PBB, sehingga Penerimaan PBB di kecamatan kwandang 

pada tahun 2013 masih kurang efektif.  

Kemudian dari kecamatan Tomilito pada tahun 2013 taerget sebesar 

Rp.52.426.549.- yang terealisasi Rp.43.377.254. Kemudian pada tahun 2014 target 

Rp.54.144.581 dan realisasi Rp.54.144.581 pada tahun 2015 target Rp.55.441.792 dan 

realisasi Rp.52.596.096, Pada tahun 2016 target Rp.60.797.309 realisasi Rp.58.077.943.  

Pada tahun 2017 target Rp.61.257.720 dan realisasi Rp.61.257.720  dan pada tahun 2018 

target Rp.63.928.465 dengan realisasi Rp.61.397.636 artinya pada tahun 2013 sampai 

dengan 2018 penerimaan PBB di Kecamatan Tomilito sudah sangat bagus. Karena target 

dan realisasi PBB pada kecamatan Tomilito ini hampir setiap tahun lunas kecuali, pada 

tahun 2013 masih ada kekurangan dalam penerimaan PBBnya di sebabkan masih ada 

para WP yang menunggak dalam pembayaranya. 

Kemudian dari kecamatan Ponelo Kepulauan pada tahun 2013 taerget sebesar 

Rp.5.848.446.- yang terealisasi Rp. 5.848.446. Kemudian pada tahun 2014 target 

Rp.6.238.380 dan realisasi Rp.6.238.380 pada tahun 2015 target Rp.6.830.808 dan 

realisasi Rp.6.830.808, Pada tahun 2016 target Rp.15.239.169 dan realisasi 

Rp.15.239.169, Pada tahun 2017 target Rp.15.207.586 dan realisasi Rp. 15.207.586    

dan pada tahun 2018 target Rp.15.144.387 dengan realisasi Rp.15.144.387, artinya pada 

tahun 2013 sampai dengan 2018 penerimaan PBB di Kecamatan Ponelo Kepulauan 

memenuhi target karna pada setiap tahunya realisasi dan target PBB di Kecamatan 

Ponelo Kepulawan setiap tahunya tidak pernah berkurang dalam penerimaan PBB. 

Kemudian dari kecamatan Anggrek pada tahun 2013 taerget sebesar 

Rp.85.036.954. yang terealisasi Rp.36.240.938. Kemudian pada tahun 2014 target 

Rp.86.818.441 dan realisasi Rp.86.818.441, pada tahun 2015 target Rp.91.033.940 dan 
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realisasi Rp.86.679.060, Pada tahun 2016 target Rp.100.559.431 dan realisasi 

Rp.100.559.431.  Pada tahun 2017 target Rp.136.994.470 dan realisasi Rp.136.994.470 

dan pada tahun 2018 target Rp.36.240.938 dengan realisasi Rp.28.380.844. Pada tahun 

2013 di kecamatan anggrek hanya sekitar 30% WP yang membayar PBB karna pada 

tahun 2013 kecamatan anggrek ini masih kurang perhatian dari pemerintah serta 

kurangnya pengetahun akan kewajibanya dalam pembayaran PBB. Dan pada tahun-

tahun berikutnya pemerintah mengadakan sosialisasi pembahasan tentang PBB dan WP 

kepada masyarakat yang belum paham apa itu PBBdan hasilnya target dan realisasi PBB 

pada tahun berikunya membaik. 

Kemudian dari kecamatan Monano pada tahun 2013 taerget sebesar 

Rp.39.011.123.- yang terealisasi Rp. 39.011.123. Kemudian pada tahun 2014 target 

Rp.40.201.913 dan realisasi Rp.40.201.913, pada tahun 2015 target Rp.42.370.511  dan 

realisasi Rp.42.370.511, Pada tahun 2016 target Rp.48.314.324  dan realisasi 

Rp.48.314.324,  Pada tahun 2017 target Rp.48.343.830  dan  realisasi Rp.48.343.830  

dan pada tahun 2018 target Rp.49.457.965  dengan realisasi Rp. 49.457.965. Pada 

kecamatan Monano pembayaran PBB setiap WP sangat memuaskan karena realisasi 

setiap tahunya memenui target PBB. 

Kemudian dari kecamatan Atinggola pada tahun 2013 taerget sebesar 

Rp.55.910.875.yang terealisasi Rp.55.910.875. Kemudian pada tahun 2014 target 

Rp.57.456.020  dan  realisasi   Rp.57.456.020  ,pada tahun 2015 target Rp.61.879.518.  

dan  realisasi Rp.61.879.518, Pada tahun 2016 target Rp.76.141.294  dan realisasi 

Rp.73.711294.  Pada tahun 2017 target Rp.76.112.837  dan realisasi Rp.76.112.837  dan 

pada tahun 2018 target Rp.76.096.277 dengan realisasi Rp.76.096.277. sama halnya 

dengan Kecamatan monano pada kecamatan Atinggola juga pada setiap tahunya realisasi 
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penerimaan PBB sangat memuaskan karna para WP di kecamatan Atinggola sebagian 

besar taat dalam melaksanakan pembayaran PBB tersebut. 

Kemudian dari kecamatan Gentuma Raya pada tahun 2013 taerget sebesar 

Rp.50.757.628.- yang terealisasi Rp.50.757.628. Kemudian pada tahun 2014 target 

Rp.50.731.871  dan  realisasi  Rp.50.731.871 ,pada tahun 2015 target Rp.52.205.369 dan 

realisasi Rp.52.205.369, Pada tahun 2016 target Rp.58.651.906 dan 

realisasiRp.58.651.906. Pada tahun 2017 target Rp.59.029.164  dan realisasi 

Rp.59.029.164  dan pada tahun 2018 target Rp.58.951.370  dengan realisasi 

Rp.58.951.370. Pada kecamatan Gentuma raya juga penerimaan PBB setiap tahunya 

sangat memuaskan karena realisasi PBB pada kecamatan ini sudah memenuhi target 

maka dinyatakan sudah sangat baik. 

Sebagaimana di amanatkan bahwa setiap daerah dalam rangka peningkatan      

pendapatan asli daerah (PAD), maka diberikan kewenangan untuk menggali potensi 

yang menerbitkan atau menyusun peraturan daerah. Pemerintah kabupaten gorontalo 

utara   dalam hal ini juga tela mengatur pajak daerah yang mempunyai potensi melalui 

peraturan daerah  Nomor  2 tahun 2011 tentang  pajak daerah 

 Hal ini terjadi di karenakan masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang  

pajak bumi dan bangunan itu sendiri,ada pula masyarakat yang mampu membayar tapi 

mereka tidak patuh dalam pembayaranya. Di dapatkan beberapa hal yang menjadi      

kendala dalam pengeolahan pajak bumi dan bangunan pada dinas pengelolahan keuangan 

di Kabupaten gorontalo utara adalah kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap 

kewajiban perpajakanya, Hal ini disebabkan karena belum adanya sanksi tegas terhadap 

Wajib Pajak yang tidak patuh dalam peraturan tersebut. 

 Disamping itu berusaha melakukan upaya demi meningkatkan penerimaan pajak bumi 

dan bangunan sehingga  dapat memberikan kotribusi yang besar dalam peningkatkan 
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pendapatan daerah. Kemudian berikut tabel biya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

di Kabupaten Gorontalo Utara darii tahun 2015 sampai dengan 2018. 

Tabel 1.2 Biaya pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan 

Dikabupaten Gorontalo Utara 2015-2018 

No Kecamatan 2015 2016 2017 2018 

1 Sumalata Rp.7.902.326 Rp.16.788.308 Rp.23.177.210 Rp.23.503.302 

2 Sumalata  

Timur 

Rp.4.875.522 Rp.12.021.361 Rp.17.396.226 Rp.17.275.526 

3 Tolinggula Rp.4.875.522 Rp.14.330.297 Rp.16.824.787 Rp.20.202.483 

4 Biau Rp.5.771.983 Rp.11.307.217 Rp.20.113.351 Rp.18.445.321 

5 Kwandang Rp.23.808.099 Rp.43.491.769 Rp.48.457.232 Rp.44.387.129 

6 Tomilito Rp.9.347.888 Rp.16.231.623 Rp.19.803.748 Rp.19.546.414 

7 Ponelo 

 Kepulawan 

Rp.1.950.209 Rp.6.338.745 Rp.6.953.553 Rp.7.290.022 

8 Anggrek Rp. 15.490.777 Rp.25.872.009 Rp.36.233.207 Rp.30.610.654 

9 Monano Rp.8.539.400 Rp.13.662.550 Rp.18.214.580 Rp.19.811.346 

10 Atinggola Rp.8.221.912 Rp.23.750.235 Rp.28.574.418 Rp.26.599.763 

11 Gentuma Raya Rp.99.948.199 Rp.199.899.482 Rp.259.095.672 Rp.249.429.629 

JUMLAH Rp.190.731.837 Rp.303.693.596 Rp.494.843.984 Rp.477.101.589 

 

 Bedasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan kajian ilmiah melalui suatu penelitian dengan formulasi judul : “Analisis 

Efektifitas dan Efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan 

Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gorontalo Utara” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 

Gorontalo Utara dari tahun 2015-2018? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2013-2018? 
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1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian 

  Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

di Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2015-2018.  

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

di Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2013-2018. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis Penulis memperoleh tambahan pengetahuan terkait proses 

pengalihan pengelolaan PBB menjadi pajak daerah. Mengetahui tingkat 

efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

2. Bagi Masyarakat Masyarakat dapat menambah wawasan pengetahuannya 

tentang pajak. Mengetahui kinerja pemerintahan khususnya pemerintah 

daerah.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini bisa di jadikan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya di 

bidang akuntansi perpajakan tentang efektifitas dan efisiensi pajak Bumi dan Bangunan 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi kotribusi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

  Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yakni bagi DPPKAD Kabupaten 

Gorontalo Utara, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai masukan dan informasi 
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dalam rangka pengelolahan pajak Bumi dan Bangunan agar lebih efektif dan efisien   

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

1. Bagi Dinas pendapatan, pengelolahan keuangan dan asset daerah sebagai bahan     

masukan dalam pengelolahan PBB yang mulai berjalan efektif dan efisien masuk ke 

dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Gorontalo Utara. 

2. Bagi masyarakat Dapat memberikan informasi mengenai PBB yang sudah dikelolah 

oleh pemerintah daerah dan menjadikan masyarakat sebagai pengawas pengelolahan 

PBB tersebut. 

3. Bagi peneliti sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus sebagai 

tambahan informasi mengenai seperti apa pelaksanaan penagihan PBB dari 

pemerintah Desa sampai ke pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Otonomi Daerah 

 Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur 

dalamundang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang 

telah di ubah dengan Undang-undang No 8 Tahun 2005 menyatakan 

pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi 

dalam waktu otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. 

 Salah satu ketentuan dan syarat yang diperlukan untuk melaksanakan 

kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber 

pembiayaan sebagaimana yang diatur pada Undang-undang No 33 Tahun 

2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah 

Daerah. Dengan adanya Undang-undang tersebut telah memberi angin segar 

terhadap daerah kabupaten/kota untuk mengelolah kuangan sendiri dengan 

lebih mandiri. Hal tersebut disebabkan karena yang lebih mengerti persoalan 

daerah itu sendiri. 

 Penyelenggaraan otonomi daerah disamping merupakan amanat 

konstitusi, juga merupakan kebutuhan objektif dalam penyelenggaraan 

pemerintah saat ini pola penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik 

dimasalalu sudah tidak sesuai lagi pada masakini karena sudah tidak efesien, 

biasanya  juga tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang 

telah berubah baik karena beberapa factor. 
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Yaitu factor internal dan factor eksternal. Peran Pemerintah Pusat  diera 

otonomi daerah ini adalah lebih banyak  kepada hal-hal yang berkaitan dengan 

penetapan kebijakan nasional dan pengendalian serta pelaksanaan terhadap 

hal-hal  yang bersifat teknis dan tidak strategis sudah harus diserahkan kepada 

daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan target 

pemerintah yang lebih efesien dan efektif, serta demokratis, serta mendorong 

peran masyarakat dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan serta mampu 

mengembangkan seluruh potensi yang ada di daerah tersebut dan keaneka 

ragamanya Degan demikian otonomi daerah harus mampu memberdayakan 

potensi yang adatersebutserta mewujudkan kesejateraan dan kemajuan 

masyarakat. 

 Pemberian otonomi yang luas kepada suatu daerah di arahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesajeteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Disamping itu melalui 

otonomi luas, daerah juga diharapkan harus mampu meningkatkan daya saing 

dengan memperhatikan semua prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 Peran pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan sebuah 

hubungan antarasusunan pemerintah dan antara pemerintah daerah, potensi 

dan keaneka ragaman daerah. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang 

dan  tantangan dalam persaingan  global kemudian memeanfaatkan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. ( Nurlan Darise, 2009) 
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2.1.2 Pengertian Analisis 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah 

penyelidikan  terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya. (KBBI,2008) Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari 

serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah, sesuatu untuk 

dikelompokan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitanya lalu 

ditafsirkan maknanya. 

  Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “analusis” yang berarti melepaskan. 

Analusis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luein” 

yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati 

secara detail dalam suatu hal atau benda dengan cara mengurangi komponen-

komponen pembentukanya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih 

lanjut.(Rohayati,2017) 

 

2.1.3 Pengertian Efektivitas 

  Efektivitas adalah suatu keadaanyang menunjukan sejauh mana rencana dapat 

tercapai. Efektivitas dipakai untuk menghitung hubungan antara jumlah pungutan 

suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat pula 

dikatakan sebagai pengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan. (Warren 2014) 

  Efektivitas  menunjukan sebuah keberhasilan dalam mencapai suatu target 

tertentu. Kemudian di lihat dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah 

ditetapkan. Jika hasil  kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi 

efektivitasnya.   

    Berdasarkan pendapat diatas, peneliti  membuat kesimpulan bahwa 

efektivitas adalah tercapainya suatu target yang yang telah disusun pada proses 
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sebelumnya dan mendapatkan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan, sehingga 

apabila hasil yang dicapai mendapatkan hasil yang baik maka mendapat nilai  efektif. 

Namun berbanding tebalik jika kegitan gagal maka nilainya juga mendapat tidak 

efektif karena tidak sesuai target. 

   Jika dikaitkan dengan penelitian yang  peneliti lakukan maka efektivitas yang 

dimaksud adalah mengukur realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah 

dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara. Efektif atau tidaknya realisasi pajak bumi 

dan bangunan  yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara akan dapat dilihat dari 

hasil yang  telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan. 

 

2.1.4  Pengertian Efisiensi 

  Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau 

penggunana input  yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan 

perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kerja atau target yang telah 

ditetapkan. (Kinanti :2017) 

  Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai 

berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Menuru kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai 

ketetapan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan melaksanakn tugas dengan 

baik dan tepat tampa membuang biaya, waktu, dan tenaga. 

 

      2.1.5 Pengertian Pajak 

  Pajak (Dari bahasa latin taxo,”rate”) adalah iuran  rakyat kepada Negara 

berdasarkan undang-undang sehingga kewajiban financial atau retribusi yang 

dikenakan wajib pajak  oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan 

pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam keperluan 

public. Pajak di kumpul berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi sebagian 
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besar biaya produksi barang dan jasa kolektif agar mencapai kesejateraan umum. Jika 

ada Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada 

umumnya termaksuk pelanggaran hokum maka akan di kenakan sanksi pidana, Pajak 

Juga merupakan alat untuk memasukan uangsebanayak-banyaknya dalam kas Negara 

dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin dan bangunan umum. Pada 

hakikatnya pajak merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat disuatu 

Negara dengan tujuan tertentu. 

  Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1 pengertian 

pajak adalah kotribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat dinegara ini. 

  Pajak merupakan salah satu fasilitas pemerikatan Negara dan sumber dana 

pembanguanan Negara bagi pemerintah. Jadi di jangka panjang masyarakat dapat 

menikmatinya efeknya dari pembangunan tersebut. Menurut Soemitro (2013). Pajak 

adalah iuran atau pemungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan undang-

undang yang berlaku atau peralihan kekayaan darisektor swasta kepda sektor public  

yang dapat untuk di pakasakan serta yang langsung ditunjuk dan di pakai untuk 

membiayai kebutuhan Negara. 

  Menurut  Smeeths (2013)Pajak adalah sebuah prestasi yang dicapai oleh 

pemerintah yang teruatang degan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan 

tampa adanya konta prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya dalah untuk 

membiayai Pengeluaran pemerintah.  

  Menurut Feldmann,dalam Resmi (2014) Pajak adalah prestasi yang 

dipakasakan sepihakoleh terutang kepada penguasa (Menurut norma-norma yang di 
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tetapkan secara umum) tanpa adanya kontaprestasi dan semata-mata digunakan untuk 

memutup pengeluaran-pengeluaran umum. Solich Jamin (2014) Pajak adalah peralihan 

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

“Surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk 

membiayai public invesmentt. 

 

2.1.5.1 Ciri-ciri Pajak 

Ada beberapaciri-ciri pajak yang melekat pada pengertian pajak. Ciri-ciri pajak 

menurut Mardiasmo 2011 yaitu sebagai berikut : 

1. “Iuran dari rakyat kepada Negara” yang mempunyai hak untuk memungut 

pajak adalah Negara, Iuran tersebut berupa uang ( Bukan Barang). 

2. Berdasar dariUndang-undangpajak dipungut  atas dengan kekuatan Undang-

undang serta aturan pelaksanaanya. 

3. Tampa jasa timbal balik atau kontaprestasi dari Negara secara langsung dapat 

di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontaprestsi secara individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluraan-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti fasilitas umum. 

 

   Kemudian ciri-ciri pajak menurut Erly Suandy (2015) yaitu : 

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah. 

2. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan perundang-undangan serta 

aturan pelaksan sehinga dapat dipaksakan. 

3. Pajak di tagih oleh Negara baik oleh pemerintah maupun pemerintah 

daerah. 
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4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila 

dari pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

investasi public. 

5. Pajak dapat di gunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 

pemerintah. 

6. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. 

 

2.1.5.2  Fungsi Pajak 

 Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas Negara tampa ada 

realissi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai 

berikut  Sudirman dan Amiruddin (2012) : 

1) Fungsi pendapatan pajak  

Pendapatan terbesar negara adalah pajak. Pajak merupakan suatu sumber atau 

alat untuk memasukan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan yang telah 

di tentukan.  

2) Fungsi Stabilitas 

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur semua kegiatan 

perekonomian di suatu negara atau daerah sehinga tercipta kondisi yang lebih 

stabil di bidang ekonomi. 

3) Fungsi pemerataan 

Peranan pemerintah tentang pajak diantaranya adalah mendorong 

pertumbuhan ekonomi disuatu negara atau daerah yang cukup tinggi. Untuk 

mewujudkanya pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam 

membiayai pembangunan di suatu daerah 

 Sendangkan menurut Mardiasmo (2016), ada dua fungsi pajak, yaitu 

sebagai berikut : 
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1) Fungsi Anggaran 

   Pajak berfungsi sebagai salah salah satu sumber dana yang di 

keluarkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya. 

2) Fungsi Mengatur 

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social ekonomi. 

 

2.1.5.3  Tarif Pajak 

 Tarif  dari PBB bersifat proposional yang tidak mencerminkan keadilan dalam 

perpajakan dan menggunakan tarif tunggal (Single Rate) atau tarif seragam (Unifrom 

Rate) atau (Flat Rate) yang besarnya adalah 0,5%  (Diana, 2013) 

 

2.1.5.4 Sistem Pemungutan Pajak 

 Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga system pemungutan 

pajak menurut Mardiasmo (2009), ke tiga system pemungutan pajak tersebut : 

1. Official Assessment system merupakan system pemungutan pajak yang 

member wewenang kepada pemerintah untuk besarnya pajak yang 

terutang. 

2. Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus di bayar. 

3. Withholding System merupakan system pemungutan pajak yang memberi 

wewenangkepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya 

pajak yang terurang oleh wajib pajak. 
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2.1.5.5 Definisi Wajib Pajak 

  Wajib pajak adala orang pribadi atau badan, dan pemungutan pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajibanperpajakan sesuai dengan ketentan peraturan 

perundang-undanagn perpajakan. 

  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 

wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai 

tandapengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajibanya.(Adelina:2011). 

  NPWP diberikankepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan 

subjektifdan obektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan undang-undang 

perpajakan. Menurut undang-undang perpajakan nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui 

dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara 

perpajakan, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

 

2.1.5.6  Hak Wajib Pajak 

1.  Memperoleh formulir SPOP secara gratis pada kantorpelayanan pajak (KPP), 

kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak (KP2KP) atau tempat lain 

yang di tunjuk. 

2.  Memperoleh Penjelasan, keterangan tentang tatacara pengisianmaupun    

penyampaian kembali SPOP pada KPPatau KP2KP. 

3.  Memperoleh tanda terima pengembalian SPOP dari KPP atau KP2KP. 

4. Memperbaiki atau mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam 

pengisian dengan melampirkan fotocopy  bukti yang SAH. 



24 
 

 
 

5. Menunjuk orang/pihak lain selain pegawai direktorat jendral pajak dengan surat 

kuasa khusus bermaterai, sebagai kuasa wajib pajak untuuk mengisi dan 

mendatangi SPOP. 

6. Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP 

sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang SAH. 

 

         2.1.5.7 Kepatuhan Wajib Pajak 

 Dalam penerimaan pajak, para WP harus patuh dan taat dalam 

peraturan yang berlaku. Pemungutan pajak merupakan salah satu sumber 

pembiayaan negara yang di dasari oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan 

penerimaan  pajak dengan adanya self assessment system agar wajib pajak 

menjadi patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu melakukan  

pemeriksaan pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan 

pajak akan meningkatkan produktivitas suatu negara. 

 Dalam kepatuhan wajib pajak PBB sesuai dengan definisi tersebut di 

atas, dapat di ukur dengan melihat peraturan PBB yang berlaku (Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1994). Kepatuhan WP.PBB dapat dihubungkan 

misalnya dengan melihat perilaku WP dalam pembayaran PBB tepat pada 

waktunya, Melaporkan setiap bentuk perubahan dari tanah/rumah yang 

ditempati sendiri ataupun tanah/rumah yang ditempati tetangga, mengurus dan 

mengisi SPOP dengan benar, serta menyerahkan SPOP yang sudah terisi ke 

kantor pelayanan PBB atau apparat yang di tunjuk. 

 

2.1.5.8  Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stesel pajak, asas pemungutan 

pajak, dan system pemungutan pajak.Menurut Resmi (2011), asas pajak 

pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu : 
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1) Stelsel Nyata (Riil) ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan 

pada objek sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah 

penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat 

dilakukan pada akhir tahun  

2) Stelsel Anggapan (Fiktif) menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. 

3) Stelsel Campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan 

pada kombinasi antara nyata dan telsel anggapan. 

 

2.2  Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disngkat menjadi (PAD) adalah 

pendapatan yang di peroleh daerah melalui pungutan berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah itu 

sendiri perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang 

diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang 

setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab dapat di laksanakan.Resmi (2011) 

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 , 

sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari : 

1. Pajak Daerah 

2. Retrebusi daerah 

3. Hasil pengelolahan kekayaan yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah salah satunya adalah Pajak Bumi 

Dan Bangunan. 
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Khusus pajak dan retribusi dasar hukum pemungutanya berdasarkan undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang No 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sendangkan aturan peaksanaanya diatur 

dalam peraturan pemerintah No 65 Tahun 2001 Tentang pajak daerah dan peraturan 

pemerintah No 66 tentang Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tampa imbalan langsung 

yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang,undangan 

yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah didaerah dan 

pembangunan daerah .Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil pengelolahan 

keuangan daerah yang di pisahkan adalah hasih penyertaan pemerintah daerah 

kepada badan usaha milik Negara/Daerah/Swasta dan kelompok Usaha Milik 

Masyarakat. 
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Gambar 2.1 : Struktur Pendapatan Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara 

2.3 Pengertian Pajak Daerah 

  Menurut pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 

tentang Pajak Daerah, yang dimaksud pajak daerah, yang selanjutnya di sebut pajak 

daerah adalah kotribusi wajibpajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya ke makmuran rakyat. 

  Pajak Daerah harus dibayarkan kepada orang yang dibayar oleh orang pribadi 

atau badan yang meminta izin berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan 

Pendapatan Daerah 

1. Pendapatan Asli Daerah 3.Lain-lain pendapatan daerahyang sah 2. Dana Perimbangan 

A. Dana Bagi Hasil Pajak 

B. Sumber Dana Bagi Hasil Bukan 

Pajak 

(Sumber Daya Alam)  

Dana Bagi Hasil Pajak 

Dana Bagi Hasil Pajak 

 Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 
Dana Bagi Hasil Pajak 

Bumi Dan Bangunan 

Pertumbuhan Kotribusi 
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ketidak seimbangan langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah yang sebanding 

degan kemakmuran rakyat. 

  Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah, pajak 

daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1. Pajak Provinsi, terdiri dari : 

 Pajak Kendaraan bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari : 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Bumi dan Banguana 

 

2.4 Definisi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 

  Pajak Bumi dan bangunan atau yang di singkat PBB menurut UU NO. 28 

tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau yang di kuasai 

oleh orang pribadi kecuali kawasan yang digunakan untuk area perkebunan dan 

pertambangan.  

  Menurut undang-undang No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah tarif pajak bumi dan banguanan untuk perdesaan dan perkotaan menjadi paling 

tinggi 0,3%. Selain itu Besaran NJOPTKP juga di ubah dari sebelumnya di tetapkan 

setinggi-tingginya Rp.12.000.000,00 ,kini  paling rendah Rp. 10.000.000,00 per objek 

pajak . Selainmengubah tarifnya, undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah ini juga menetapkan aturan baru tentang Nilai Jual Kena 

Pajak (NJKP) dan Nilai Jual Obajek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). 
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Sebelumnya NJKP ditetapkan 20-100% dari NJOP yang sudah dikurangi NJOPTKP 

,kini peraturan tersebut tidak di gunakan lagi. 

 

2.4.1 Asas Pajak Bumi Dan Bangunan 

   Mardiasmo (2009) pengenaan pajak bumi dan bangunan diatur dalam 

beberapa asas yang meliputi di antara lain : 

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan 

2. Adanya kepastian hukum 

3. Mudah dimengerti dan adil  

4. Menghindari pajak yang berganda 

  Berdasarkan pernyatan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa asas 

pajak bumi dan bangunan dapat memberikan kemudahan, kepastian hokum, 

mudah dimegerti,adil, dan menghindari pajak yang berganda bagi wajib pajak. 

    2.4.2 Objek Pajak Bumi Dan Bangunan 

 Objek pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/Bangunan. Yang di 

maksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 

perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tumbuh di bumi yang di 

bawahnya Contoh : Sawah, ladang, kebun, pekarangan, tanah, tambang. Yang 

di maksud Bangunan adalah kontruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan 

secara tetap pada tanah dan/ perairan termasuk : Jalan lingkungan yang 

terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel,pabrik, dan 

emplasemenya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks 

bangunan trsebut., Jalan Tol, Kolam Berenang, Pagar Mewah, Tempat 

Olahraga, Galangan Kapal,Dermaga, Taman Mewah, Tempat 

Pendamping/Kilang minyak,air dan gas,pipa minyak, Fasilitas lain yang dapat 

member manfaat.Amiruddin (2012) 
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2.4.3 Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan 

 Dalam hal Bumi dan bangunan tidak di huni sendiri atau di sewakan 

atau di kuasakan kepada orang lain,maka penghuni/penyewa atau penguasa 

tersebutdi sebut sebagai orang pribadi atau yang memperoleh “Manfaat” atas 

banggunan dan/atau bumi tersebut,termasuk juga orang pribadi atau badan 

yang memanfaatkan bumi dan/bangunan dalam sengketa pemilikan di 

pengadilan. Penghuni atau penyewa dan penguasa terseut Direktur Jendral 

pajak dapat ditunjuk sebagai wajib pajak 

 Dapat di simpulkan untuk dapat menentukan terutangnya pajak atas 

satu Objek PBB, maka harus ada subjek pajaknya. Subjek Pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang secara nyata memiliki : 

1. Mempunyai suatu hak atas Bumi,dan Bangunan 

2. Memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangunan 

3. Memiliki Bangunan dan Bumi (Tanah) 

4. Menguasai Bangunan dan Bumi (Tanah) 

5. Memperoleh manfaat atas Bangunan. 

 Subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar PBB 

ditetetapkan sebagai wajib pajak oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (saat ini 

pihak pemerintah daerah untuk pemungutan PBB sektor perdesaan dan 

perkotaan) sebagai mana tercantum dalam surat pemberitahuan pajak 

terutang (SPPT). Namun dewasa ini sering kali kita juampai bahwa nama 

wajib pajak yang tercantum dalam SPPT tersebut tidak sesuai dengan 

keadaan sekarang karena subjek pajaknya yang berbeda. 

 

 

 



31 
 

 
 

2.4.4 Klasifikasi Objek Pajak 

 Sebagai suatu harta kebendaan dan sesuai sifatnya yang terbatas (luas 

tanah atau bumi tidak bertambah) sendangkan jumlah manusia yang inggin 

menguasai,menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah atau bumi 

semakin bertambah, maka tanah atau bumi memiliki harga jual atau harga 

pasar yang semakin naik setiap saat dan kenaikan itu dapat berbeda-beda. 

Amiruddin (2012) 

 Bangunan pun berbeda-beda nilainya tergantung pada bentuk atau 

model, desain, kontruksi dan bahanbangunan. Meskipun nilai suatu bangunan 

secara teoris akan menurun seiring dengan pertambahan masa pemanfaatanya 

tetapi bangunan sebagai objek pajak memiliki nilai dan nilai itu bervariasi 

Pajak Bumi dan Bagunan merupakan salah satu pendapatan Asli Daerah yang 

di atur pemungutanya sendiri oleh daerah yang bersangkutan dalam  rangka 

pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolahan pajak Bumi dan Bangunan yang  

efektifitasnya tinggi maka secara langsung mempunyai korelasi positif 

terhadap kontribusi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan yang juga akan 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah . Artinya bahwa efektifitas 

pemungutan pajak Bumi dan Bangunan berbanding lurus terhadap kontribusi 

penerimaan pajak. 

 

2.4.5 Syarat Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan 

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara professional agar tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutanya. Pemungutan 

pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
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1. Syarat Keadilan 

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai 

keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutanya harus adil. 

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara 

umum dan merata serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. 

2. Syarat Yuridis 

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini 

member jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara 

maupun bagi warganya. 

3. Syarat Ekonomis 

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya 

pada kegiatan perdagangan seingga tidak menimbulkan kelesuha 

perekonomian masyarakat. 

4. Syarat Finansial 

Pemungutan pajak harus efesien dan didasarkan pada fungsi budgeter 

dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehinga lebih 

rendah dari hasilpemungutan. 

5. Sistem Pemunguta pajak Harus Sederhana 

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhii kewajiban perpajakan. 

2.5 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak 

Bumi Dan Bnagunan perlu dipahami terlebih dahulu unsure-unsur didalamnya 

yaitu pengertian dari NJOP, NJOPTK, NJKP dan tariff pajak. 
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Menurut Rohayati (2017) Unsur-unsur pajak Bumi dan Bangunan 

terutang perlu dipahami terlebih dahulu adalah :Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP), NIlai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTK), Nilai Jual Kena 

Pajak (NJKP), Tarif Pajak. 

1. Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan 

Menurut  pasal 5 Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagai mana telah 

diubah terahir dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang PBB, 

tariff pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% ( Nol 

koma lima  persen). 

2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 

Menurut pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.28 Tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah  (PDRD), tariff PBB perdesaan 

dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sekitar 0,3% (Nol koma tiga 

persen) dan ditetapkan dengan persturan daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan. Hal ini dikasudkan untuk memberikan keleluasaan kepada 

pemerintah. 

3. Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Banguana 

Menurut pasal 6 ayat (1) undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagai mana 

telah diubah terahir dengan undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah, dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan melalui perbandingan harga 

dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP 

pengganti. Berikut ini penjelasanya : 

a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya 

berdekatan dan telah diketahui harganya. 
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b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai 

jual suatu objek pajak dengan cara menghitung secara keseluruhan 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat 

penilaian dilakukan. 

c. NIlai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai 

jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek 

pajak tersebut. 

2.6 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan 

 Sesuai dengan PerMenkeu No.167/PMK.03/2007, diatur tempat dan tata cara 

pembayaran PBB sebagai berikut : 

1. Pembayaran PBB Terutang untuk objek pajak  

Perdesaan Dan Perkotaandilakukan di : 

1) Tempat Pembayarn (TP), yaotu Bank umum/kantor pos ditunjuk oleh 

mentri keuangan untuk menerima pembayaran PBB dan memindah 

bukukan ke  Bank Presepsi/Pos Presepsi 

2) TP Elektronik, yaitu Bank umum/Kantor Pos yang di tunjuk oleh mentri 

keuangan untuk menerima pembayaran PBB secara elektronik dan 

memindah bukukan ke  Bank Presepsi/Pos Presepsi 

2. Dalam hal PBB terutang dipungut oleh petugas pemungut, setiap hari kerja 

petugas pemungutan wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB ke TP, 

kecuali untuk daerah tertentu yang sarana dan prasaranaya sulit, penyetoran 

dapat dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pemungutan. 

3.  Pembayaran harus dilakukan sekaligus (tidak diperkenankan mencicil) 

4. Jatuh tempo pembayaran PBB adalah sebagai berikut : 

a. SPPT jatuh tempo 6 bulan sejak diterima 
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b. SKP jatuh tempo 1 bulan sejak diterima 

c. STP jatuh tempo 1 bulan sejak diterima. 

 

2.7 Konsep Efektivitas Dan Konsep Efisensi 

A. Efektivitas 

 Secara singkat pengertian efektivitas menurut Peter F. Drucker adalah 

efektifitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran yang 

akan di capai “doing the right thing” Sedangkan menurut Sondang P. 

Siagian (2001) “Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana 

dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan  sejumlah barang atas jasa kegiatan yang 

dijalankan”.  

 Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya 

sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati 

sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Selanjutnya menurut 

Mardiasmo (2004) Efektivitas yaitu ukuran berhasil tidaknya suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil 

mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan 

efektif.   

   Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang yang 

telah disusun pada proses perencanaan dan merupakan hasil dari kegiatan 

yang telah dilaksanakan, sehingga apabila hasil yang dicapai semakin baik 

maka dapat dinilai semakin efektif.  

 Purnamasari (2016) menjelaskan bahwa rasio efektivitas pajak dan 

retribusi daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi 



36 
 

 
 

penerimaan rajak/retribusi daerah dengan target penerimaan pajak 

/retribusi daerah ( dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

           Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 

Kriteria Efektivitas:   

1. Nilai kurang dari 100% (x<100% berarti efektif) 

2. Nilai sama dengan 100% (x =100%) berarti efektivitas berimbang 

3. Nilai lebih dari 100 (x>100% berarti efektif) 

Untuk menilai efektif tidaknya dapat dilihat pada table dibawah ini : 

Tabel 2.1 : Interpretasi Nilai Efektivitas 

Presentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

                     Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 

B. Efisiensi 

 Efisiensi mempunyai hubungan erat dengan konsep produktifitas. Menurut 

Mohammad Mahsun (2006) menyatakan bahwa, “Pengukuran Efisiensi dilakukan 

dengan menggunakan perbandingan antara output yang dhasilkan terhadap input 

yang digunakan (cost output).” Sehingga untuk mengukur tingkat efisiensi 

pemberian pajak Daerah adalah dengan membandingkan biaya untuk 

mempperoleh Pajak Daerah hasil perolehan Pajak Daerah. Untuk menghitung 

efisiensi penerimaan Pajak Daerah menggunakan rumus berikut : 

 

 

 

Efektivitas PBB = Realisasi Penerimaan PBB    X 100% 

Target PBB 
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    Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 

Kriteria Efisiensi :   

1. Nilai kurang dari 100% (x100% berarti efisien) 

2. Nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti efisien berimbang 

3. Nilai lebih dari 100 (x>100% berarti efisien) 

Untuk menilai efisien tidaknya dapat dilihat pada table dibawah ini : 

Tabel 2.2 : Interpretasi Nilai Efisiensi 

Presentase Kriteria 

>100% Sangat Efisien 

90-100% Efisien 

80-90% Cukup Efisien 

60-80% Kurang Efisien 

<60% Tidak Efisien 

          Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 

 

2.8 Sanksi Dibidang Pajak Bumi Dan Bangunan 

Sanksi dibidang pajak bumi dan bangunan dapat dibagi menjadi dua : 

A. Sanksi Administrasi 

Cara penyampaian SKP terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan melalui 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan dan Kantor Pos atau melalui Pemerintah Daerah 

(dalam hal ini Aparat Desa atau Kelurahan). (mardiasmo : 2016) 

Selain itu jika Wajib Pajak (WP) tidak melunasi pajak yang terutang 

sedangkan saat jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah lewat dan Wajib Pajak 

melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran 

SPPT/SKP tetapi denda administrasi tidak dilunasi. Maka Kepala Kantor 

Efisiensis PBB = Biaya pemungutan PBB    X 100% 

  Realisasi pemungutan PBB 
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Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak PBB, yaitu surat 

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan 

tagihan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak atau kurang dibayar 

setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrsi.STP 

harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal STP 

diterima WP. Apabila Wajib Pajak tidak melunasi SPT sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan makan akan dikenakan Sanksi 

Administrasiberupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk 

jangkawaktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari saat 

jatuh tempo sampaidengan hari pembayaran. 

1. Dalam hal WP tidak menyampaikan kembali SPOP pada wktunya 

dan setelah di tegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana 

ditentukan dalam surat teguran, maka akan diterbitkan surat 

ketetapan pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi 

sebesar 25% dar PBB yang terutang. 

2. Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau di periksa ternyata tidak 

benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa 

3. denda administrasi sebesar 25% dari selisih besaranya PBB yang 

terutang. 

B. Sanksi Pidana 

1. Barang siapa yang kena kealpaanya tidak mengembalikan SPOP 

atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak 

lengkap dan melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 

menimbulkan kerugian bagi Negara, dipidana dengan pidana 
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kerungan selama-lamanya 6 (enam) Bulan atau denda setinggi-

tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang 

2. Barang siapa karena dengan sengaja : 

a. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada 

Direktorat Jendral Pajak; 

b. Menympaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak 

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar; 

c. Memperhatikan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen 

lain yang palsu atau di palsukan seolah-olah benar; 

d. Tidak meperihatkan atau tidak meminjamkan surat atau 

dokumen lainya; 

e. Tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan 

keterangan yang diperlukan; 

Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, di pidana dengan pidana penjara 

selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sbesar 5 (lima) kali pajak 

yang terutang.Sangsi pidana tersebut dilipat 2 (dua) kali apabila seorang melakukan 

lagi tindakan pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak 

selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun 

atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,00,-Standar Investasi adalah jumlah 

biaya yang di investasikan untuk suatu pembangunan atau peneneman yaitu 

penggalian jenis sumber daya alam atau bedidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan 

komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga 

tahap produksiatau menghasilkan. 

 



40 
 

 
 

2.9  Menurut Para Ahli 

   Berikut Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Para Ahli : 

1) S-Aji Suryo, 2006 Pajak Bumi Dan Bangunan Adalah Pajak yang dikenakan 

atau di bebankan atas bumi dan bangunan. 

2) Racmat Soemitro, Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuranrakyat kepada kas 

Negara (peralihan kas ke sekor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat  

di pakakan dengan tidak mendapat jasa timbale (tagen prestasi) yang langsung 

dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

3) Erly Suandy, 2005Pajak Bumi Dan Bangunan adalah pajak yang sifatnya 

kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yakni 

bumi atau tanahdan bangunan. 

 

 

 

 

 

2.10  Peneliti Terdahulu 

 Adapun Penelitian sebelumnya mengenai Pajak Bumi Dan Bangunan dan 

Pendapatan Asli Daerah : 

 Menurut Rohayati Eti (2017), dalam penelitianya yaitu “Analisis Efektivitas 

Penerimaan Pajak bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tolangohula”.Berdasarkan 

hasil penelitian , penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan 

tolangohula Kabupaten Gorontalo di katagorikan efektif jika rasio inimancapai 

100%. secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan  di 

kecamatan tolangohula kabupaten Gorontalo selama kurun waktu 2014 sampai 

dengan tahun 2016 berada pada katagori efektif. 

 Menurut Sari (2010), dalam penelitianya yang menganalisis “Efektifitas Dan 

Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah 

Dikota Bandung”. Hasil penelitian menunjukan tingkat efektivitas pda ahun 2002 

sampai dengan 2008 berdasarkan peneliti tersebut bahwa tahun 2003 sampai 
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dengan 2005 masih dibawah rata-rata sendangkan sejak tahun 2006 sampai 

dengan tahun 2008 realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan berada di atas 

rata-rata. 

 Menurut Angreini (2008) yang meneliti tentang “Pemungutan Pajak Bumi 

Dan Bangunan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Pada Kabupaten 

Nganjuk”. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa pajak bumi dan bangunan 

kabupaten nganjuk periode 2004-2006 sudah efektiv dengan presentase tahun 

2004 mencapai 136,50% ,2005 mencapai 130,03% dan tahun 2006 mencapai 

169,49%. Kotribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah tahun 

2004 sebesar 3,80%, tahun 2005 sebesar 3,75% dan tahun 2006 sebesar 3,34%. 

 Menurut Trie (2006). “Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan 

Perdesaan Dan Perkotaan kota Bitung” sangat efektif, Kota Tomohon efektiv, dan 

Kota manado cukup efektif. Dan kotribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan kota bitung kurang, Kota tomohon kurang , Dan kota Manado 

sangat kurang. 

 Menurut O Polli (2014). “Tingkat penerimaan pajak Bumi dan 

Bangunan”sudah cukup efektif setiap tahunya. Kontribusi yangdiberikan PBB 

terhadap pendapatan daerah belum memberikan kontribusi yang cukup 

mempengaruhi jumlah pendapatan daerah. Kotribusi terbesar selama tahun 2008-

2012yaitu pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2008.untuk tingkat 

pertumbuhan mengalami peningkatan setiap tahunya kecuali pada tahun 2009 

yang berada pada posisi negative. 

Menurut Sumena O. Polii (2015). “Analisis Efektiitas dan Pertumbuhan 

Peneriamaan Pajak Bumi Dan Bangunann Serta Kotribusinya Terhadap 

Pendapatan Daerah Dikota Manado” . Juumlah penerimaan pajak bumi dan 
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bangunan kota manado memberikan kotribusi yang masih kurang bagi 

pendapatan daerah sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan daerah. 

 

2.11  Kerangka Pemikiran 

 Berikut ini adalah gambaran mengenai tinjauan penyusunan Analisis 

Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Bumi dan Banggunan dalam Peningkatan 

Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gorontalo Utara : 

Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METEOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah mengankat fenomena tentang analisis efekttivitas 

Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan daerah di 

Kabupaten Gorontalo utara, Alasan penulis melakukan penelitian di Kabupaten 

Gorontalo Utara karena, Kabupaten ini adalah kabupaten yagng paling bungsu di 

Provinsi Gorontalo dan menarik untuk dibahas karna belum banyak yang mengankat 

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kabupaten Gorontalo Utara ini. 

3.2  Meteologi Penelitian 

 Penelitian pada dasarnya merupakan rencana yang terstruktur serta berisi 

pendekatan yang dipakai dalam menjawb rumusan masalah. Adapun pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan metode Deskriptif Kuantitatif. 

 Metode Deskritif Kuantitatif adalah metode yang digunakan dan 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian untuk menjawab rumusan 

masalah. Metode penelitian inidapat di artikan secara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid dengan tujuan dapat di temukan, dikembangkan, dan di buktikan,suatu 

pengetahuan tertentu.(Sugiyono,2013) 

 Metode pengumpulan data adalah cara teknik atau cara-cara yang 

dapatdilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian pustaka, Yaitu pengumpulan data secara teoritis memilih 

berbagai buku litenatur, lainya yang berkaitan denga masalah yang 

dibaha
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2. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data lapangan dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Observasi, yaitu mengadakan pengadaan pengamatan secara 

langsung terhadap objek yang diteliti dan mengumpulkan data yang 

di perlukan. 

 

3.2.1 Definisi Oprasional Variabel 

Penelitian ini mengambil indicator penelitian yang telah dikembangkan 

sekaligus di uji validitas dan realibilitasnya oleh peneliti terdahulu, yaitu 

purnamasari (2016). Sehingga peneliti hanya melakukan adaptasi terhadap 

indicator yang digunakan dan sesuai dengan penelitian yang ingin diuji peneliti. 

Tabel 3.1 Oprasional Variabel 

VARIABEL DIMENSI INDIKATOR SKALA 

Analisis 

Rasio 

Efektivitas 

Rasio 

 Efektivitas 

 

Realisasi Penerimaan PBB 

Efektivitas PBB =                                                 X 100% 

                                       Target PBB 

 

Rasio 

Analisis 

Rasio 

Efisiensi 

Raasio  

Efisiensi 

 

                                Biaya Pemungutan PBB 

Efisiensi  PBB =                                                    X 100% 

            Realisasi Penerimaan PBB 

 

Rasio 

              Sumber : depdagri,  , Kepmendagri No.690.900.327 

Pemahaman Wajib Pajak yaitu kegiatan yang dilakukan Badan 

Pelayanan Pajak Daerah dalam rangka penanaman informasi perpajakan, 

mengembangkan tingkat pemahaman, dan pengarahan mengenai pemahaman 

yang benar mengenai pajak terutama pajak PBB. Menurut Purnamasari 
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(2016), pemahaman perpajakan adalah pengetahuan perpajakan mengenai 

konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku 

diIndonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarifpajak,perhitungan 

pajakterutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimanapengisian 

pelaporan pajak.Indikator-indikator pemahaman 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan salah satu proses pengadaan data untuk 

keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah untuk menguji masalah yang 

telah dirumuskan. Sendangkan tehnik yang penulis gunakan adalah dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu data-data 

target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam Penelitian ini 

penulis menggunakan data primer dan tehnik pengumpulan datanya dilakukan dengan 

Observasi, wawancara dan pengambilan data. Peneliti mengumpulkan data sesuai 

dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini daftar 

beberapa nama Informan. 

 

Tabel 3.2 Daftar Informan 

NO NAMA JABATAN KODE 

INFORMAN 

 

1 

 

Suwardi Pailaha,SH.MH 

 

KASUBID 

Pendaftaran, 

Pendataan, Penetapan 

PBB 

 

SP,SH.MH 

 

2 

 

Rinto Haluti,SH 

 

KASUBID Penagihan 

PBB 

 

RH,SH 
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3.2.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian 

    Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang 

didapatkan oleh penulis melalui Observasi,wawancara dan data realisasi peneriman 

pajak bumi dan banguanan  dari Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan Dan Aset 

Daerah  (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara. 

3.2.3.1 Jenis Data 

 Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Kualitatif  

    Data Kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka-angka, yang 

umumnya di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan lokasi 

penelitian. 

2. Data Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif 

    Penelitian deskritif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan 

kejadian yang terjadi secara factual, Sistematis dan akurat. Penelitian ini 

menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau 

fenomena. 

3.2.3.2 Sumber Data 

1. Data primer 

 Yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan pimpinan serta staf yang 

terkait dalam kantor pendapatan daerah serta pengamatan langsung terhadap objek 

yang akan diteliti. 
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2. Data Sekunder 

 Yaitu data yang dikumpulkan melalui data/ dokumen-dokumen serta arsip dan 

informasi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu berupa data realisasi  dan 

rekapitulasi penerimaan Pajak Bumi Dan Banguana. Bersumber dari instansi 

DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara. 

3.3 Teknik Analisis data Penelitian 

  Teknik Analisis data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa 

proses penyusunan dan  pengelolahan data, di gunakan menafsirkan data yang telah 

di peroleh. Pada penelitian ini , peneliti menggunakan metode Kuantitatif 

DeksritifKarena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian  maka 

Analisis data dapat dilakukan melalui tahap berikut ini (Inka: 2019) 

1. Perencanaan  

 Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah memberikan surat 

penelitian kepada Sekretariat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Kekayaan Aset Daerah (DPPAKAD). 

2. Pelaksanaan 

 Pada kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pembelajaran pada 

sampel penelitian. 

3. Evaluasi 

 Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mengelolah data yang telah 

dikumpulkan dengan metode yang telah di tentukan. 

4. Penyusunan 

 Tahap ini peneliti melakukan penyusunan data-data (laporan  

Realisasi)  yang diperoleh dari  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Kekayaan Aset Daerah. 
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  Untuk mengetahui efektifitas penerimaan PBB terhap pendapatan 

daerah di Kabupaten Gotrontalo Utara maka digunakan teknis analisis data 

sebagai berikut : 

1. Membuat table penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Menyusun table analisis efektifitas pajak bumi dan bangunann yaitu 

perbandingan antara peneriamaan dan potensi PBB. Untuk menilai efektif 

tidaknya dapat dilihat pada table dibawah ini : 

Tabel 3.2 : Interpretasi Nilai Efektivitas 

Presentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

     Sumber : depdagri,  , Kepmendagri No.690.900.327  
 

  Dan Untuk mengetahui Efisiensi biaya pengeluaran PBB untuk 

memungutpendapatan daerah di Kabupaten Gotrontalo Utara maka digunakan 

teknis analisis data sebagai berikut : 

1. Membuat table pengeluaran biaya Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Menyusun table analisis Efisiensi pajak bumi dan bangunann yaitu 

perbandingan antara pengeluaran biaya untuk pemungutan Pajak Bumi 

Dan Bangunan dan target realisasi penerimaan PBB. Untuk menilai efektif 

tidaknya dapat dilihat pada table dibawah ini : 
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Tabel 3.3 : Interpretasi Nilai Efisiensi 

Presentase Kriteria 

<60% Sangat Efisien 

60-80% Efisien 

80-90% Cukup Efisien 

90-100% Kurang Efisien 

>100% Tidak Efisien 

     Sumber : depdagri,  , Kepmendagri No.690.900.327 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

       4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo Utara 

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Gorontalo, 

Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini di bentuk berdasarkan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini 

adalah hasil pemekaran ke tiga (2007) Kabupaten Gorontalo. 

Kabupaten Gorontalo Utara di bagi atas sebelas (11) Kecamatan, (123) seratus 

dua puluh tiga desa dengan jumlah penduduk 104,133 jiwa serta luas 1,230,07 Km2 

sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 84,60 jiwa/Km2. 

Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai 

berikut : Anggrek,Atinggola, Biau mekaran Kecamatan Tolinggula (2011),Gentuma 

Raya, Kwandang, Monano mekaran Kecamatan Anggrek (2011),Ponelo 

Kepulawan, mekaran Kecamatan Kwandang (2011),Sumalata, Sumalata Timur, 

mekaran Kecamatan Sumalata (2011), Tolinggula, dan yang terahir Tomilito, 

mekaran Kecamatan Kwandang (2011). 

4.1.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara. berlokasi di Desa 

Molingkapoto,Kecamatan Kwandang,Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi 

Gorontalo.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Gorontalo Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
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Gorontalo Utara. Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang dilatar belakangi oleh 

perubahan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah diwajibkan 

menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang terdiri dari 

laporan realisasi APBD, lingkungan pengendalian daerah, informasi dan 

komunikasi dan pemantauan. Konsekuensi logis dari perubahan 

pertanggungjawaban tersebut maka dibentuklah organsiasi BPKD yang telah 

dirubah namanya menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah guna terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan 

pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluraan kas, serta aset/barang 

daerah. Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa 

organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif 

menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar 45 

yakni pengelolaan keuangan daerah yang menuntut alokasi anggaran disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat. 

 

4.2 Analisis Data Penelitian 

4.2.1 Analisis Rasio Efektivitas 

   Sebelum dilakukan perhitungan rasio sehubungan dengan rasio efektivitas, 

maka brikut ini data-data penerimaan pajak bumi dan bangunan yang di butuhkan 

dalam perhitungan rasio yang bersumber dari laporan keuangan pada Kabupaten 

Gorontalo Utara, yang di uraikan dalam table berikut : 
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Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2013-2018 

 
  TARGET 

NO KECAMATAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Sumalata 54.567.963 54.946.896 56.962.251 66.387.280 66.459.784 66.588.726 73.815.472 

2 Sumalata Timur 25.308.776 26.114.762 27.597.083 32.833.931 33.028.979 33.026.419 35.413.925 

3 Tolinggula 40.248.899 41.050.792 43.435.885 52.153.938 52.172.703 52.145.902 55.234.147 

4 Biau 34.095.651 34.594.725 34.530.430 40.275.998 40.255.646 40.244.967 49.033.125 

5 Kwandang 167.706.858 169.467.972 191.751.522 203.549.288 201.846.937 201.141.046 203.873.594 

6 Tomilito 52.426.549 54.154.581 55.441.792 60.797.309 61.257.720 63.928.465 64.937.415 

7 Ponelo Kepulawan 5.848.446 6.238.380 6.830.808 15.239.169 15.207.586 15.144.387 15.378.194 

8 Anggrek 85.036.954 86.818.441 91.033.940 100.559.431 136.994.470 136.660.618 140.794.201 

9 Monano 39.011.123 40.20.1.913 42.370.551 48.314.324 48.343.830 49.457.965 50.501.233 

10 Atinggola 55.910.875 57.456.020 61.879.518 76.141.294 76.112.837 76.096.277 76.983.941 

11 Gentuma Raya 50.757.628 50.731.871 52.205.369 58.651.906 59.029.164 58.951.370 59.530.121 

 Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara (Diolah kembali) 

  REALIALISASI 

NO KECAMATAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Sumalata 54.567.963 54.946.896 56.962.251 66.387.280 66.459.784 66.588.726 73.815.472 

2 Sumalata Timur 25.308.776 26.114.762 27.597.083 32.833.931 33.028.979 33.026.419 35.413.925 

3 Tolinggula 40.248.899 41.050.792 43.435.885 46.386.015 52.172.703 52.145.902 54.117.493 

4 Biau 34.095.651 34.594.725 34.530.430 15.625.147 40.255.646 40.244.967 49.033.125 

5 Kwandang 11.920.007 157.577.942 189.322.067 202.798.088 201.324.152 200.709.852 200.940.358 

6 Tomilito 43.377.254 54.154.581 52.596.096 58.077.943 59.311.527 61.937.636 63.710.821 

7 Ponelo Kepulawan 5.848.446 6.238.380 6.830.808 15.239.169 15.207.586 15.144.387 15.378.194 

8 Anggrek 36.240.938 86.818.441 86.679.060 100.559.431 136.994.470 128.380.844 120.451.101 

9 Monano 39.011.123 40.20.1.913 42.370.551 48.314.324 48.343.830 49.457.965 50.501.233 

10 Atinggola 55.910.875 57.456.020 61.879.518 73.711.294 76.112.837 76.096.277 76.983.941 

11 Gentuma Raya 58.951.370 50.757.628 52.205.369 58.651.906 59.029.164 58.951.370 59.530.121 

 Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara (Diolah kembali) 

4.2.2 Perhitungan Rasio Efektivitas 

 Rasio Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dihitung memlalui 

rasio di bawah ini : 

    Realisasi Penerimaan PBB 

Rasio Efektivitas PBB =             X 100% 

     Target Penerimaan PBB 

 

 

4.2.2.1 Kecamatan Sumalata 

 Berikut perhitungan rasio Efektivitas pajak Bumi dan Bnagunan di    

Kecamatan Sumalata pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 : 
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       54.567.963 

2013 =       X 100% = 100% 

       54.567.963 

 

       54.946.896 

2014 =            X 100% = 100% 

       54.946.896 

 

        56.962.251 

2015 =           X 100% = 100% 

       56.962.251 

 

        66.387.280 

2016 =           X 100% = 100% 

        66.387.280 

 

         66.459.784 

2017 =           X 100% = 100% 

          66.459.784 

 

          66.588.726 

2018 =           X 100% = 100% 

           66.588.726 
 

          73.815.472 

2019 =           X 100% = 100% 

           73.815.472 

 

      Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak Bumi 

Dan Bangunan di Kecamatan Sumalata, Dapat dilihat pada table di bawah ini : 

 

Tabel 4.2.2.1 Kriteria Rasio Efektivitas PBB  

Di Kecamatan Sumalata  

 

TAHUN RASIO EFEKTIVITAS 

PBB (%) 

KRITERIA 

2013 100% Sangat Efektiv 

2014 100% Sangat Efektiv 

2015 100% Sangat Efektiv 

2016 100% Sangat Efektiv 

2017 100% Sangat Efektiv 

2018 100% Sangat Efektiv 

2019 100% Sangat Efektiv 

 Sumber : Data diolah kembali 2020 
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 Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di 

kecamatan Sumalata, pada tahun 2013 sebesar 100% .kemudian dilanjutkan dengan 

tahun-tahun berikutnya 2014,2015,2016,2017,2018,2019 juga sama seperti pada tahun 

2013 yaitu sebesar 100%, hal itu di sebabkan karena tegasnya peraturan dan tingkat 

kesadaran wajib pajak  dalam pembayaran PBB di Kecamatan Sumalata tersebut 

 Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di 

kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah 

ini : 

 

Grafik 4.2.2.1Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan  

Di Kecamatan Sumalata 

 

 

 Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2019 di kecamatan sumalata sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan 

Bangunan karena setiap tahunya sudah mencapai target 100%. 

 

4.2.2.2 Kecamatan Sumalata Timur 

 Berikut perhitungan rasio Efektivitas  pajak Bumi dan Bnagunan di    

Kecamatan Sumalata timur pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 : 

        25.308.776 

2013 =            X 100% = 100% 

        25.308.776 
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       26.114.762 

2014 =             X 100% = 100% 

        26.114.762 

 

        27.597.083 

2015 =            X 100% = 100% 

        27.597.083 

 

        32.833.931 

2016 =           X 100% = 100% 

         32.833.931 

 

        33.028.979 

2017 =           X 100% = 100% 

         33.028.979 
 

         33.026.419 

2018 =           X 100% = 100% 

         33.026.419 

 

        35.413.925 

2019 =           X 100% = 100% 

        35.413.925 
 

 

      Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak 

Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sumalata, Dapat dilihat pada table di bawah ini  

Tabel 4.2.2.2 Kriteria Rasio Efektivitas PBB 

Di Kecamatan Sumalata Timur 

 

TAHUN RASIO EFEKTIVITAS 

PBB (%) 

KRITERIA 

2013 100% Sangat Efektiv 

2014 100% Sangat Efektiv 

2015 100% Sangat Efektiv 

2016 100% Sangat Efektiv 

2017 100% Sangat Efektiv 

2018 100% Sangat Efektiv 

2019 100% Sangat Efektiv 

 Sumber : Data diolah kembali 2020. 
 

 Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di 

kecamatan Sumalata Timur, pada tahun 2013 sebesar 100% .kemudian dilanjutkan 

dengan tahun-tahun berikutnya 2014,2015,2016,2017,2018,2019  juga sama halnya 

pada tahun 2013 yaitu sebesar 100%. Pada kecamatan Sumalata Timur kita dapat 
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melihat tingkat pencapaian yang sangat bagus karena pada setiap tahunya tidak 

terdapat penurunan. 

 Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di 

kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah 

ini : 

Grafik 4.2.2.2 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan  

Di Kecamatan Sumalata Timur 

 

 

 

 Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2019 di kecamatan sumalata timur sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi 

Dan Bangunan karena setiap tahunya sudah mencapai target 100%. 

 

4.2.2.3 Kecamatan Tolinggula 

 Berikut perhitungan rasio Efektivitas  pajak Bumi dan Bnagunan di    

Kecamatan Tolinggula pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019: 

 

        40.248.899 

2013 =            X 100% = 100% 

        40.248.899 

 

         41.050.792 

2014 =            X 100% = 100% 

        41.050.792 

 

         43.435.885 

2015 =            X 100% = 100% 

        43.435.885 
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        46.386.015 

2016 =           X 100% = 88,94% 

        52.153.938 

 

        52.172.703 

2017 =           X 100% = 100% 

        52.172.703 

 

        52.145.902 

2018 =           X 100% = 100% 

         52.145.902 
 

        54.117.439 

2019 =            X 100% = 97% 

        55.234.147 

 

      Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak 

Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Tolinggula, Dapat dilihat pada table di bawah 

ini. 

Tabel 4.2.2.3 Kriteria Rasio Efektivitas PBB  

Di Kecamatan Tolinggula 

 

TAHUN RASIO EFEKTIVITAS 

PBB (%) 

KRITERIA 

2013 100% Sangat Efektiv 

2014 100% Sangat Efektiv 

2015 100% Sangat Efektiv 

2016 89% Cukup Efektiv 

2017 100% Sangat Efektiv 

2018 100% Sangat Efektiv 

2019 97% Efektiv 

 Sumber : Data diolah kembali 2020 

 Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di 

kecamatan Tolinggula, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesar 100% 

.kemudian dilanjutkan dengan tahun 2016 turun menjadi 89% kemudian pada tahunh 

2017,2018 dan 2019  juga sama halnya pada tahun 2013 yaitu sebesar 100%. Pada 

Kecamatan Tolinggula bisa kita lihat pada tahun 2016 terjadi penurunan sekitar 

21%itu karena adanya WP baru yang belum membayar PBB nya dan menyebabkan 

realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 hanya mendapatkan 89% tapi itu tidak 
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berdampak besar pada penerimaan PBB karena pada tahun 2016 ini masi termasuk 

dalam kriteria Cukup Efektiv. Kemudian pada tahun berikutnya pemerintah langsung 

bertindak cepat agar di kecamatan tolinggula tidak terjadi lagi penurunan PBB. 

 Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di 

kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik 

dibawah ini : 

Grafik 4.2.2.3 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan  

Di Kecamatan Tolinggula 

 

 

 Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2015 di kecamatan Tolinggula sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan 

Bangunan,tapi pada tahun 2016 menurun menjadi 89% itu artinya pada tahun 2016 

penerimaan PBB jika di lihat dari kriteria efektivitas sudah termaksut dalam kriteria 

Cukup efektif. 

 

4.2.2.4 Kecamatan Biau 

 Berikut perhitungan rasio Efektivitas  pajak Bumi dan Bnagunan di    

Kecamatan Biau pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 : 

        34.095.651 

2013 =          X 100% = 100% 

        34.095.651 

 

        34.594.725 

2014 =            X 100% = 100% 

        34.594.725 
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       34.530.430 

2015 =            X 100% = 100% 

        34.530.430 

 

         15.625.147 

2016 =           X 100% = 39% 

        40.275.998 

 

        40.255.646 

2017 =           X 100% = 100% 

        40.255.646 

 

         40.244.967 

2018 =           X 100% = 100% 

         40.244.967 

 

          49.033.147 

2019 =           X 100% = 100% 

          49.033.147 

 

      Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak 

Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Biau, Dapat dilihat pada table di bawah ini : 

Tabel 4.2.2.4 Kriteria Rasio Efektivitas PBB  

Di Kecamatan Biau 

 

TAHUN RASIO EFEKTIVITAS 

PBB (%) 

KRITERIA 

2013 100% Sangat Efektiv 

2014 100% Sangat Efektiv 

2015 100% Sangat Efektiv 

2016 39% Tidak Efektiv 

2017 100% Sangat Efektiv 

2018 100% Sangat Efektiv 

2019 100% Sangat Efektiv 

 Sumber : Data diolah kembali 2020. 

 Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di 

kecamatan Biau, dari tahun 2013 smpai dengan tahun 2015 sebesar 100% .kemudian 

dilanjutkan dengan tahun 2016 turun menjadi 39% kemudian pada tahun 

2017,2018dan 2019  juga sama halnya pada tahun 2013 yaitu sebesar 100%. 

Terjadinya penurunan pada tahun 2016 di kecamatan Biau  hingga mencapai 39% 

diakibatkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB karna 
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kurangnya pengetahuan tentang PBB dan factor lain yang menyebabkan PBB pada 

tahun 2016 tidak efektiv di Kecamatan Biau karena adanya beberapa desa yang belum 

terpenuhi pembayaran PBBnya tetapipada tahun berikutnya pemerintah kabupaten 

memberikan sanksi pada  desa-desa yang belum melakukan pelunasan PBB di 

Kecamatam Biau dalam bentuk surat peringatan dan harus sudah di lunasi di tahun 

berikutnya. 

 Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di 

kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini : 

Grafik 4.2.2.4 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan  

Di Kecamatan Biau 

 

 

 Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2015 di kecamatan Biau sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan 

Bangunan,tapi pada tahun 2016 menurun menjadi 89% itu artinya pada tahun 2016 

penerimaan PBB tidak efektif. 

 

4.2.2.5 Kecamatan Kwandang 

 Berikut perhitungan rasio Efektivitas  pajak Bumi dan Bnagunan di    

Kecamatan Kwandang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 : 

        11.920.007 

2013 =            X 100% = 72% 

       167.706.858 
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        157.577.942 

2014 =            X 100% = 93% 

        169.467.927 

 

        189.322.067 

2015 =               X 100% = 99% 

         191.751.522 

 

        202.798.088 

2016 =           X 100% = 99% 

         203.549.288 

 

         201.324152 

2017 =           X 100% = 99% 

         201.846152 

 

       200.709.852 

2018 =           X 100% = 99% 

        201.141.046 
 

         200.940.358 

2019 =           X 100% = 98% 

         203.873.594 

 

      Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak 

Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Kwandang, Dapat dilihat pada table di bawah 

ini : 

Tabel 4.2.2.5 Kriteria Rasio Efektivitas PBB 

Di Kecamatan Kwandang 

 

TAHUN RASIO EFEKTIVITAS 

PBB (%) 

KRITERIA 

2013 71% Kurang Efektiv 

2014 93%  Efektiv 

2015 99%  Efektiv 

2016 99% Efektiv 

2017 99% Efektiv 

2018 99% Efektiv 

2019 98% Efektiv 

Sumber : Data diolah kembali 2020 

 Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di 

kecamatan Kwandang, dari tahun 2013 sebesar 71% mendapatkan kriteria kurang 

efektif .kemudian dilanjutkan dengan tahun 2014 naik menjadi 93% kemudian pada 

tahun 2015,2016,2017,2018,2019 dan  juga naik lagi sebesar 99% Keudian turun lagi 



62 
 

 
 

menjadi 98% dengan prsentase penurunan 1% . Pada kecamatn Kwandang  tahun 

2013 di temukan kurang efektiv dalam penerimaan PBBnya itu terjadi karena ada 

beberapa desa juga yang belum melunasi PBBserta adanya para WP baru yang masih 

kurang mengetahui tentang apa yang harus WPlakukan pada saat itu sehingga pada 

tahun berikutnya pemeintah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat ke desa-desa 

tentang PBB dan WP ini sehinga pada tahun berikutnya semua sudah efektiv. 

 Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di 

kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik 

dibawah ini : 

Grafik 4.2.2.5 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan  

Di Kecamatan Kwandang 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2019 di kecamatan Kwandang sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan 

Bangunan karna terjadi peningkatan setiap tahunya berarti sudah efektif. 

 

4.2.2.6 Kecamatan Tomilito 

 Berikut perhitungan rasio Efektivitas  pajak Bumi dan Bnagunan di    

Kecamatan Tomilito pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 : 

        43.377.254 

2013 =            X 100% = 83% 

        52.426.549 

 

       54.154.581 

2014 =            X 100% = 100% 

        54.154.581 
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        52.596.096 

2015 =            X 100% = 97% 

        55.596.096 

 

        58.077.943 

2016 =           X 100% = 98% 

        60.797.309 

 

         59.311.527 

2017 =           X 100% = 97% 

         61.257.720 

 

         61.937.636 

2018 =           X 100% = 97% 

        63.928.465 

 

        63.710.821 

2019 =           X 100% =  98% 

        64.937.415 

 

 

      Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak 

Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Tomilito, Dapat dilihat pada table di bawah ini 

Tabel 4.2.2.6 Kriteria Rasio Efektivitas PBB  

Di Kecamatan Tomilito 

 

TAHUN RASIO EFEKTIVITAS 

PBB (%) 

KRITERIA 

2013 83% Cukup Efektiv 

2014 100% Sangat Efektiv 

2015 97%  Efektiv 

2016 98% Efektiv 

2017 97% Efektiv 

2018 97% Efektiv 

2019 98% Efektif 

 Sumber : Data diolah kembali 2020 

 Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di 

kecamatan Tomilito, dari tahun 2013 sebesar 83% .kemudian dilanjutkan dengan 

tahun 2014 naik menjadi 100% kemudian pada tahun 2015, 2017,dan 2018 menurun 

menjadi 97% dan naik kembali menjadi 98% kemudian 2016 naik lagi sebesar 98%. 

Sama hal nya dengan kecamatan sebelumnya terjadinya naik turun kriteria efektivitas 

di sebabkan oleh kurngnya sosialisasi dari pemerintah dan adanya para WP baru di 
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kecamatan itu yang belum mengetahui peraturan PBB tapi hal tersebut tidak 

berpengaruh dalam kriteria karena mendapatkan hasil cukup,sangat,dan efektif 

semuanya mendapatkan kriteria yang bagus. 

 Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di 

kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah 

ini : 

Grafik 4.2.2.6 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan  

Di Kecamatan Tomilito 
 

 

 

  

 

 

 

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 mencapai 83% kemudian 

meningkat lagi 2014 menjadi 100% dengan tahun 2015,2017,dan 2018 turun menjadi 

97% dan 2018 meningkat kembali menjadi 98% kecamatan Tomilito sudah sangat 

baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan karna terjadi peningkatan setiap 

tahunya sudah efektif. 

 

4.2.2.7 Kecamatan Ponelo Kepulawan 

 Berikut perhitungan rasio Efektivitas  pajak Bumi dan Bnagunan di    

Kecamatan Ponelo Kepulawan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 : 

        5.848.446 

2013 =            X 100% = 100% 

        5.848.446 
 

       6.238.380 

2014 =           X 100% = 100% 

        6.238.380 
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       6.830.808 

2015 =            X 100% = 100% 

        6.830.808 

 

       15.239.169 

2016 =           X 100% = 100% 

        15.239.169 

 

        15.207.586 

2017 =           X 100% = 100% 

        15.207.586 

 

         15.144.387 

2018 =           X 100% = 100% 

         15.144.387 

 

        16.813.571 

2019 =            X 100% = 100% 

        16.813.571 

 
 

      Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak 

Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Ponelo Kepulawan, Dapat dilihat pada table di 

bawah ini : 

Tabel 4.2.2.7 Kriteria Rasio Efektivitas PBB  

Di Kecamatan Ponelo Kepulawan 

 

TAHUN RASIO EFEKTIVITAS 

PBB (%) 

KRITERIA 

2013 100% Sangat Efektiv 

2014 100% Sangat Efektiv 

2015 100% Sangat Efektiv 

2016 100% Sangat Efektiv 

2017 100% Sangat Efektiv 

2018 100% Sangat Efektiv 

2019 100% Sangat Efektiv 

         Sumber : Data diolah kembali 2020 

 Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di 

kecamatan Ponelo Kepulawan, dari tahun 2013 sampai dengan 2019 mncapai 100% 

itu artinya penerimaan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 mencapai target 

100%. 
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 Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di 

kecamatan Ponelo Kepulawan Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik 

dibawah ini  

Grafik 4.2.2.7 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan  

Di Kecamatan Ponelo Kepulawan 
 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2019 di kecamatan Ponelo Kepulawan sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak 

Bumi Dan Bangunan karna setiap tahunya mencapai 100% berarti sudah efektif. 

 

4.2.2.8 Kecamatan Anggrek 

 Berikut perhitungan rasio Efektivitas  pajak Bumi dan Bnagunan di    

Kecamatan Anggrek pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 : 

        36.240.938 

2013 =            X 100% = 43% 

        85.036.954 
 

        86.818.441 

2014 =            X 100% = 100% 

         86.818.441 
 

        86.679.060 

2015 =            X 100% = 95% 

         91.033.940 
 

       100.559.431 

2016 =           X 100% = 100% 

        100.559.431 
 

       136.994.470 

2017 =           X 100% = 100% 

        136.994.470 
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       128.380.844 

2018 =           X 100% = 94% 

        136.660.61 

 

        120.457.101 

2019 =           X 100% = 85% 

        140.794.101 

 
 

 

      Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak 

Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Anggrek, Dapat dilihat pada table di bawah ini  

Tabel 4.2.2.8 Kriteria Rasio Efektivitas PBB  

Di Kecamatan Anggrek 

 

TAHUN RASIO EFEKTIVITAS 

PBB (%) 

KRITERIA 

2013 43% Tidak Efektiv 

2014 100% Sangat Efektiv 

2015 95%  Efektiv 

2016 100% Efektiv 

2017 100% Efektiv 

2018 94% Efektiv 

2019 89% Efektif 

 Sumber : Data diolah kembali 2020 

 Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di 

kecamatan Anggrek, dari tahun 2013 mendapatkan 43% .kemudian dilanjutkan 

dengan tahun 2014 naik menjadi 100% kemudian pada tahun 2015 turun sebesar 5%  

menjadi 95% tahun 2016,2017 naik sebesar 100% dan 2018 turun 3%jadi 

mendapatkan nilai sebesar 94%. Kemudian 2019 turun lagi menjasi 89%Pada tahu 

2013  peneriamaan PBB tidak mencapai target karena masih kurangnya kesadaran 

WP di setiap desaserta kurangnya pemberitahuan pemerintah ke masyarakat atau para 

WP baru hingga  tidak dapat memenuhi tingkat kriteria efektivitas karena tidak 

efektiv. 

 Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di 

kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah 

ini : 
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Grafik 4.2.2.8 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan 

Di Kecamatan Anggrek 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2019 di kecamatan Anggrek sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan 

Bangunan karna terjadi peningkatan setiap tahunya tapi turun di tahun 2013 mencapai 

43% . 

4.2.2.9 Kecamatan Monano 

 Berikut perhitungan rasio Efektivitas  pajak Bumi dan Bnagunan di    

Kecamatan Monano pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 : 

        39.011.123 

2013 =            X 100% = 100% 

        39.011.123 

 

       40.201.913 

2014 =            X 100% = 100% 

        40.201.913 

 

        42.370.551 

2015 =            X 100% = 100% 

         42.370.551 

 

        48.314.324 

2016 =           X 100% = 100% 

         48.314.324 

 

        48.343.830 

2017 =           X 100% = 100% 

         48.343.830 
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         49.457.965 

2018 =           X 100% = 100% 

         49.457.965 

 

        120.457.101 

2019 =           X 100% = 85% 

        140.794.101 

 

      Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak 

Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Monano , Dapat dilihat pada table di bawah ini  

Tabel 4.2.2.9 Kriteria Rasio Efektivitas PBB  

Di Kecamatan Monano 

 

TAHUN RASIO EFEKTIVITAS 

PBB (%) 

KRITERIA 

2013 100% Sangat Efektiv 

2014 100% Sangat Efektiv 

2015 100% Sangat Efektiv 

2016 100% Sangat Efektiv 

2017 100% Sangat Efektiv 

2018 100% Sangat Efektiv 

2019 100% Sangat Efektiv 

        Sumber : Data diolah kembali 2020 

 Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di 

kecamatan Kwandang, dari tahun 2013 sampai dengan 2019 mencapai 100% .dan 

memenuhi kriteria efektivitas karna bias mencapai target 100% 

 Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di 

kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah 

ini : 

Grafik 4.2.2.9Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan  

Di Kecamatan Monano 
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 Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2019 di kecamatan Monano sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan 

Bangunan karna terjadi peningkatan setiap tahunya berarti sudah efektif. 

 

4.2.2.10 Kecamatan Atinggola 

 Berikut perhitungan rasio Efektivitas  pajak Bumi dan Bnagunan di    

Kecamatan Atinggola pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 : 

        55.910.875 

2013 =            X 100% = 100% 

        55.910.875 

 

        57.456.020 

2014 =            X 100% = 100% 

        57.456.020 

 

        61.879.518 

2015 =            X 100% = 100% 

         61.879.518 

 

        73.711.294 

2016 =           X 100% = 97% 

         76.141.294 

 

         76.112.837 

2017 =           X 100% = 100% 

         76.112.837 

 

        76.096.277 

2018 =           X 100% = 100% 

         76.096.277 

 

         76.983.941 

2019 =           X 100% = 100% 

         76.983.941 

 
 

 

      Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak 

Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Atinggola, Dapat dilihat pada table di bawah 

ini  
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Tabel 4.2.2.10 Kriteria Rasio Efektivitas PBB 

Di Kecamatan Atinggola 

 

TAHUN RASIO EFEKTIVITAS 

PBB (%) 

KRITERIA 

2013 100% Sangat Efektiv 

2014 100% Sangat Efektiv 

2015 100% Sangat Efektiv 

2016 97% Efektiv 

2017 100% Sangat Efektiv 

2018 100% Sangat Efektiv 

2019 100% Sangat Efektiv 

        Sumber : Data diolah kembali 2020 

 Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di 

kecamatan Atinggola, dari tahun 2013,2014,2015 sebesar 100% .kemudian 

dilanjutkan dengan tahun 2016 turun menjadi 97% kemudian pada tahun 

,2017,2018,2019  juga naik lagi sebesar 100%. Tapi penurunan pada tahun 2016 itu 

tidak terlalu berdampak buruk dikarenakan masih dalam katagori efektiv. Penurunan 

terjadi karena sebagian para WP tidak membayar hak dan kewajibanya tapi tidak 

berdapak  besar dan tidak terlalu berpengaruh dalam kiteria karna pada tahun 2016 

mendapatkan tingkatan efektif. 

 Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di 

kecamatan Atinggola Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini : 

Grafik 4.10 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan  

Di Kecamatan Atinggola 
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 Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2019 di kecamatan Atinggola sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan 

Bangunan karna terjadi peningkatan setiap tahunya berarti sudah efektif. 

 

4.2.2.11 Kecamatan Gentuma Raya 

 Berikut perhitungan rasio Efektivitas  pajak Bumi dan Bnagunan di    

Kecamatan Gentuma Raya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 : 

       50.757.628         

2013 =            X 100% = 100% 

       50.757.628 

 

       50.731.871 

2014 =            X 100% = 99% 

       50.757.628 

       52.205.369 

2015 =            X 100% = 100% 

       52.205.369 

 

      58.651.906 

2016 =           X 100% = 100% 

       58.651.906 

 

      57.029.164 

2017 =           X 100% = 100% 

       57.029.164 
 

      58.951.370 

2018 =           X 100% = 100% 

        58.951.370 

 

       58.951.370 

2018 =           X 100% = 100% 

        58.951.370 

 

       59.521.034 

2018 =           X 100% = 100% 

       59.521.034 

 

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak Bumi 

DanBangunan di Kecamatan Gentuma Raya, Dapat dilihat pada table di bawah ini  
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Tabel 4.11 Kriteria Rasio Efektivitas PBB  

Di Kecamatan Gentuma Raya 
 

TAHUN RASIO EFEKTIVITAS 

PBB (%) 

KRITERIA 

2013 100% Sangat Efektiv 

2014 99% Efektiv 

2015 100% Sangat Efektiv 

2016 100% Sangat Efektiv 

2017 100% Sangat Efektiv 

2018 100% Sangat Efektiv 

2019 100% Sangat Efektiv 

 Sumber : Data diolah kembali 2020 

 Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di 

kecamatan Gentuma Raya, dari tahun 2013 sebesar 100% kemudian dilanjutkan 

dengan tahun 2014 turun menjadi 99% karena 1% para WP belum pembayar PBBnya 

kemudian pada tahun 2015,2016,2017,2018,2019  juga naik lagi sebesar 100%. 

Terjadinya penurunan 1% ini di timbulkan karna adanya WP yang baru dan belum 

tahu apa kewajiban dan hak mereka, tapi pemerintah langsung bergerak cepat 

memberikan pemberitahunan secara rinci agar masyarakat dapat tahu hak dan 

kewajibanya menjadi WP, perubahanya biasa di lihat di tahun-tahun berikutnya 

menjadi 100%. 

 Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di 

kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik 

dibawah ini : 

 

Grafik 4.11 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan  

Di Kecamatan Gentuma Raya 
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 Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2019 di kecamatan Gentuma Raya sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi 

Dan Bangunan karna terjadi peningkatan setiap tahunya berarti sudah efektif. 

 

4.2.3 Perhitungan Total Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan                                     

Banggunan di Kabupaten Gorontalo Utara 

 Sebelum Menghitung Total Penerimaan PBB, maka berikut adalah tabel total 

penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 

sampai dengan tahun 2019 : 

Tabel 4.2.3.1Total Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan 
 

TAHUN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) 

2013 610.919.656 397.287.560 

2014 621.776.323 609.976.323 

2015 664.039.149 654.409.111 

2016 758.903.328 718.584.455 

2017 790.730.656 788.230.476 

2018 793.386.151 782.684.354 

2019 825.515.368 800.205.784 

                Sumber : Data diolah kembali 2020 

    Realisasi Penerimaan PBB 

Rasio Efektivitas PBB =             X 100% 

     Target Penerimaan PBB 
 

 

397.287.560 

2013 =            X 100% = 66% 

610.919.656 

 

609.976.323 

2014 =            X 100% = 98% 

621.776.323 

 

654.409.111 

2015 =            X 100% = 99% 

664.039.149 

 

718.584.455 

2016 =           X 100% = 95% 

758.903.328 
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788.230.476 

2017 =           X 100% = 99% 

790.730.656 

 

782.684.354 

2018 =           X 100% = 99% 

793.386.151 

 

 800.205.784 

2019 =           X 100% = 96% 

  825.515.368 

 
 

 Darihasil perhitungan diatas, maka perkembangan Rasio Efektivitas penerimaan 

pajak Bumi danBangunan di Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2013 sampai 

dengan 2019, dapat di loihat di table di bawah ini : 

Tabel 4.2.3.2 Kriteria Rasio Efektivitas PBB  

Di Kabupaten Gorontalo Utara 
 

Tahun Rasio Efektivitas PBB (%) 

2013 66% 

2014 98% 

2015 99% 

2016 95% 

2017 99% 

2018 99% 

2019 96% 

               Sumber : Data diolah kembali 2020 

 Pada table  di atas kita dapat melihat peningktan pencapaian Efektivitas Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara di Tahun 2013 mendapatkan 

tingkat efektivitas sebesar 66% kemudian di tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 

98% di tahun selanjutnya 2015 naik lagi sebesar 99% dan terjadi penurunan 5% pada 

tahun 2016 sehingga hanya mendaptatkan 95% kemudian naik kembali pada tahun 

2017 kemudian 2018 sebesar 99% dan yang terakhir 2019 mendapatkan 96%. 

Terjadinya kurang efektiv pada tahun 2013 karena ada kekeliruan data dari pihak KPP 

pratama tentang piutang  yang terbaca di databse kemudian di lakukan pemeriksaan 

dari pihak BPK selama 2 tahun berturut-turut 2014 sampai dengan 2015. 



76 
 

 
 

 Setelah di selidiki selama 2 tahun berturut-turut Pihak BPK tidak 

menemukanadanya piutang dari data manual yang ada di pemmda gorut karena di 

data manual PBB yang ada d pemda gorut terbaca lunas dan pihak KPP pratama 

mengakui kesalahan mereka karena pada saat itu tidak sempat menginput keseluruhan 

data PBB pada tahun 2013. 

 Berikut Grafik dari  efektivitas Pajak Bumi Dan Banggunan pada tahun 2013 

sampai dengan 2019 : 

Grafik 4.12 Tingkat Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan 

 Di KabupatenGorontalo UtaraDari tahun 2013 sampai dengan 2019 

 

 
 Untuk lebih jelas, perkembangan efektivitas penerimaan pajak bumi dan 

banguunan di Kabupaten Gorontalo Utara dapat di lihat pada table berikut : 

 

Tabel 4.2.3.3 Tingkat Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan 

Di Kabupaten Gorontalo Utara 2013-2018 

Sumber :Data diolah kembali  tahun 2020 

98.5

99

99.5

100

100.5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kabupaten Gorontalo Utara

Tahun Realisasi 

PBB 

Target 

PBB 

Tingkat 

Efektivitas (%) 

Keterangan 

2013 397.287.560 610.919.656 66% Kurang Efektif 

2014 609.976.323 621.776.323 98% Efektif 

2015 654.409.111 664.039.149 99% Efektif 

2016 718.584.455 758.903.328 95% Efektif 

2017 788.230.476 790.730.656 99% Efektif 

2018 782.684.354 793.386.151 99% Efektif 

2019 800.205.784 825.515.368 96% Efektiv 
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 Hasil Analisis data tersebut di dukung informasi dan informan. Dalam penelitian 

ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak SP selaku Kasubid Pendaftaran, 

Pendataan, dan Penetapan PBB bahwa : 

“Tidak efektifnya PBB pada tahun 2013 itu di karenakan Kabupaten Gorontalo Utara 

belum ada kewenangan untuk mengolah data PBB, yang watu itu masih kewenangan 

Provinsi KPP Pratama Gorontalo. Dan PBB mulai diolah sendiri di kabupaten 

Gorontalo utara nanti pada tahun 2014.” 

Penjelasan tersebut kemudian di sambung oleh Bapak RH selaku Kasuid Penagihan Di 

kantor DPPKAD : 

“Pada saat penyerahan data PBB dari KPP Pratama ke Pemda Gorontalo Utara tahun 

2013 itu data yang di berikan kepada kami adalah data sisitem, data system ini terburu-

buru di berikan kepada kami pada saat itu karena kaabupaten gorontalo utara mulai 

berpisah dari kabupaten Gorontalo. Setelah di lihat ternyata database yang berikan oleh 

KPP Pratama itu terbaca ada piutang sebesar Rp.300.000.000 namun pemda memiliki 

data sendiri yaitu data manual dari PBB ini. Didata manual pemda ini tidak terbaca 

adanya piutang  karena pembayaran PBB pada tahun 2013 itu lunas hanya di 

databasenya saja yang terbaca ada piutang. Hal ini menyebabkan kekeliruan selama 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2015  pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

melakukan pemeriksaan data selama 2 tahun berturut-turutItu karena kesalahan dari 

pihak KPP Pratama tidak sempat melakukan pengimputan dan terlalu terburu-buru 

memberikan databasenya kepada kami, Kesalahan KPP Pratama itu sudah di akui dari 

pihak mereka sendiri.” 
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4.2.4 Analisis Rasio Efisiensi 

 Sebelum dilakukan perhitungan rasio sehubungan dengan rasio efesiensi, maka 

brikut ini data-data penerimaan pajak bumi dan bangunan yang di butuhkan dalam 

perhitungan rasio yang bersumber dari laporan keuangan pada Kabupaten 

Gorontalo Utara, yang di uraikan dalam table berikut : 

 

Tabel 4.2.4.1 Biaya Pemungutan PBB  

Di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2019 

 

Tahun Biaya Pemungutan 

2015 Rp.190.731.837 

2016 Rp.303.693.596 

2017 Rp.494.843.984 

2018 Rp.477.101.589 

2019 Rp.500.732.021 

Sumber :Data diolah kembali  tahun 2020 

       4.2.5 Perhitungan Rasio Efisiensi 

 Rasio Efisiensi biaya pemungutan pajak Bumi dan Bangunan dapat dihitung 

memlalui rasio di bawah ini : 

            Biaya Pemungutan PBB 

Rasio Efisiensi PBB =                    X 100% 

           Realisasi Penerimaan PBB 
 

190.731.837 

2015 =             X 100% = 29.14% 

654.409.111 

 

303.693.596 

2016 =           X 100% = 42.26% 

718.584.455 

 

494.843.984 

2017 =           X 100% = 62.77% 

788.230.476 
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477.101.589 

2018 =          X 100% = 60.95% 

782.684.354 

 

500.732.021 

2019 =          X 100% = 62.57% 

800.205.784 

 

 Berikut Tabel Kriteria tingkat Efisiensi PBB Di Kabupaten Gorontalo Utara 

Tahun 2015-2018 : 

Tabel 4.2.4.2 Kriteria Efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan 

Di Kabupaten Gorontalo Utara 2015-2018 

S

u

m

b

e

r

 

:

S

u

m

b

er data diolah kembali  tahun 2020 

 Pada table 4.3.4.2 kita dapat melihat berapa biaya pemungutan PBB pada tahun 

2015 sampai dengan tahun 2018, di table juga di tuliskan berapa nilai realisasi PBB , 

di sini kita bias melihat dari tingkatan efisiensi dari tahun ke tahun berikutnya. 

  Di rasio efisiensi berikut ini kita dapat melihat pada tahun 2015 tingkat 

efisienya 29.14% itu katakana sangat efisien karena biaya pemungutan yang di 

keluarkan pada tahun 2015 yaitu 70.86%  terpakai dalam pemungutan PBB. Begitu 

juga seperti pada tahun 2016 yang mencapai kriteria sangat efisien mendapat 42.26% 

karena biaya yang di gunakan untuk pemungutan PBB pada tahun 2016 yaitu sebesar 

58,87%  . Kemudian pada tahun 2017 besaran biaya pemungutan yang digunakan 

dalam pemungutan PBB yaitu senilai 37.23%  dan sisa biaya yang tidak di gunakan  

sebesar 62.77% dengan kriteria PBB mencapi tingkat efisien dan pada tahun 2018 

Tahun Biaya 

Pemungutan 

Realisasi 

PBB 

Tingkat 

Efisiensi (%) 

Kriteria 

2015 Rp.190.731.837 Rp.654.409.111 29.14% Sangat Efisien 

2016 Rp.303.693.596 Rp.718.584.455 42.26% Sangat Efisien 

2017 Rp.494.843.984 Rp.788.230.476 62.77% Efisien 

2018 Rp.477.101.589 Rp.782.684.354 60.95% Efisien 

2019 Rp.500.732.021 Rp.800.205.784 62.57% Efisien 
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menggunakanbiaya pemungutan sebesar 39.05% dengan sisa dana biaya pemungutan 

sebesar 60.95%dengan kriteria PBB sudah mencapai target efisien dan yang terahir 

pada tahun 2019 mendapatkan tingkat efisien sebesar 54.31% mencapai kriteria 

sangat efisien. 

 Pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak mencapai kriteria sangat efisien karena 

pada tahun 2017 dan tahun 2018 biaya pemungutan PBB naik setiap tahunya 

sendangkan biaya yang di gunakan untuk pemungutan PBB tidak sampai sebesar itu, 

biaya pemungutan yang mereka gunakan masih sama jumlahnya dengan tahun 2015 

dan tahun 2016 tetapi karena setiap tahunya anggaran naik jadi terbaca di databasenya 

pemakaian biaya pemungutan PBB hanya sedikit. 

 Kenapa dikatakan sangat efisien dan efisien , efisien merupakan suatu parameter 

yang secara teoris maupun praktis secara umum digunakan untuk menggambarkan 

kinerja sebuah unit kegiatan ekonomi. Jadi semakin besar jumlah realisasi 

dibandingkan jumlah biaya pemungutan maka semakin efisien. Biaya pemungutan 

yang semakin rendah bias jadi karena realisasi retribusi daerah tidak melebihi target 

yang direncanakan. 

4.3 Pembahasan Rasio Efektivitas 

 Rasio efektifitas manggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah yang ada sudah sangat efektif. 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang 

dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin 

tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semangkin baik 

(Halim : 2014). 
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 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eti Rohayati (2017) 

bahwa tingkat efektifitas penerimaan PBB di Kecamatan Tolangohula selama tiga 

tahun anggaran yaitu sangat efektif dalam peningkatan PAD yang telah ditargetkan. 

menurut skala penghitungan yang menunujukkan kriteria sangat efektif, yaitu berada 

pada persentase >100% pada tahun anggaran 2015 dan 2016 namun tidak efektif pada 

tahun anggaran 2014 Hal ini berarti menunjukkan kinerja yang positif bagi 

Kecamatan Tolangohula dalam meningkatkan PAD yang telah ditargetkan. 

Kemampuan Kecamatan Tolangohula dalam meraup PAD yang telah ditargetkan 

menandakan di Kecamatan Tolangohula masih memiliki banyak sumber PAD yang 

apabila bisa dioptimalkan dengan baik dapat membantu tugas – tugas pemerintahan 

dan pembangunan di Kecamatan Tolangohula.. 

 .Hasil dari perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan pada tabel 4.1 sampai dengan 

4.12 yaitu tentang Rasio Efektivitas PBB dari tahun 2013 sampai 2018 di Kabupaten 

Gorontalo Utara. Pada tahun 2013 terjadi kurangnya tingat efektivitas yang hanya 

mencapai 66% itu di karenakan Pajak Bumi Dan Banguanan pada waktu itu belum di 

olah sendiri oleh kabupaten Gorontalo utara karna pada tahun 2013 itu pajak bumi 

dan bangunan  masih kewenangan provinsi Gorontalo yaitu KPP Pratama. 

  Kemudianpada tahun berikutnya tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 

pemerintah Provinsi KPP pratama Gorontalo memberikan kewenangan pada 

Kabupaten Gorontalo Utara yang pada saat itu masih kabupaten baru, jadi 

ketersediaan informasi yang memadai,terukur dan jelas pada tahun 2014. Terutama 

dalam kaitanya dengan penetapan self-assessment system, adalah sangat kursial bagi 

pemanggku kepentingan untuk memiliki informasi dasar mengenai potensi Pajak dan 

bagaimana wajib pajak berperi laku dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 
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 Dalam Rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan banggunan (PBB) di 

Kabupaten Gorontalo Utara Pada tahun 2014 sebesar  98% kemudian pada tahun 2015 

sebesar 99%, selanjutnya pada tahun 2016 sebesar 95%,di lanjut lagi pada tahun tahun 

2017 sebesar 99%, dan terahir pada tahun 2018 sebesar  99%. Itu artinya pemerintah 

di Kabupaten Gorotalo Utara sangat memperhatikan tingat pengelolahan PBB di 

daerahnya terbukti pada tahun 2013 yang datanya tidak masuk dalam kriteria 

efektivits para pemerintah di kabupaten Gorontalo utara tidak tinggal diam dan 

langsng menyelidiki data yang kurang atau kurang efektif, sehingga pada saat itu 

pihak DPPKAD berkerjasanma dengan BPK untuk mencari kekurangan yang terjadi 

pada tahun 2013. Dan akhirnya pada tahun 2014 pihak KPP Pratama Provinsi 

Gorontalo mereka mengakui bahwa ada kesalahan pemberian data terhadap DPPKAD 

di kabupaten Gorontalo utara perihal data yang mereka berikan adalah data mentah 

dan dana PBB sebaian yang kurang itu belum ter input di databasenyasehingga pada 

tahun 2013 terbaca ada piutang tapi semua itu sudah di jelaskan oleh pihak KPP 

Pratama  Bahwa sebenarnya pada tahun 2013 tingkat  PBB pada saat  itu lunas. 

Artinya dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan banggunan (PBB) di 

Kabupaten Gorontalo Utara pada setiap tahunya sudah mencapai tinggkat efektif 

karena penagihan atau cara pemungutan PBB sudah sangat baik di kabupaten 

Gorontalo Utara. 

4.4  Pemabahasan Rasio Efisiensi 

 Efisiensi adalah tingkat perbandingan antara masukan (input) dengan hasil 

(output) yang dicerminkan dalam rasio atau perbandingan diantara keduanya. Jika 

output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input 

lebih besar dari output maka dikatakan tidak efisien. Jadi tinggi rendahnya efisien 

ditentukan oleh besar kecilnya rasio yang dihasilkan. Rasio Efisiensi PAD, dalam 
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merealisasikan PAD tentunya dikeluarkan biaya-biaya, hal ini akan menggambarkan 

kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan yang diimbangi dengan 

biaya yang memenuhi batas kewajaran (Halim : 2014) 

 Kemudian dalam Rasio Efisien dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Kita 

ketahui Bersama bahawa Efisien mengharuskan seseorang untuk meneyelesaikan 

suatu pekerjaan secara hemat,cepat, selamat dan tepat waktu. Mengharuskan 

seseorang bekerja secara maksimal tampa perlu mengeluarkan banyak biaya. 

Pekerjaan efisien sendiri dapat dilakukan dengan mengevaluasi, membuat 

perbandingan antara masukan dan pengeluaran yang diterima. Efisien berarti mencari 

cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan. 

 Pada tahun 2015 Tingkat efisien Pajak Bumi dan Bangunan mencapapai 29.14% 

termasuk dalam tingkat sangat efsien karena sebagian besar biaya pemunggutan di 

gunakan dalam proses pemungutan pajak Bumi dan bangunan , kemudian pada tahun 

2016 mencapai 42.26% masih termasuk dalam tingkatan sangat efisien karena 

penggunan biaya Pemungutan sebesar 58.74%, selanjutnya pada tahun 2017 mencapai  

62,77% dan masih masuk dalam tingkatan efisien karna masih menggunakan biaya 

pemungutan setidaknya kurang lebih 40% dan yang terahir pada tahun 2018 mencapai 

60,95% sama halnya pada tahun 2017 masih masuk dalam tinggkatan efisien karena 

masih menggunankan biaya pemungutan kurang lebih 40%. 

 Jadi pada Kabupaten Gorontalo Utara penggunan biaya pemungutan Pajak Bumi 

Dan Banggunan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 termasuk dalam kata gori 

sangat efisien dan efisien karena penggunan biaya PBB pada setiap tahunnya terpakai 

dengan baik sesuai dengan realisasi PBB. 

 Berikut ini Tabel hasil dari Efektivitas dan Efisiensi PBB di kabupaten 

Gorontalo Utara tahun anggaran 2015-2019 : 



84 
 

 
 

Tabel 4.4 Hasil Efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi Dan Banguaan di 

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013-2019 : 

 

Persen % Kriteria Persen % Kriteria

1 2013 66% Kurang Efektif - -

2 2014 98% Eektiv - -

3 2015 99% Eektiv 29.14% Sangat Efisien

4 2016 95% Eektiv 42.26% Sangat Efisien

5 2017 99% Eektiv 62.77% Efisien

6 2018 99% Eektiv 60.95% Efisien

7 2019 96% Efektiv 62.57% Efisien

TINGKAT EFEKTIVITAS TINGKAT EVISIENSI
TAHUNNO

 

 Di tabel ini kita dapat melihat hasil dari kesimpulan Rasio efektivitas dan 

evisiensi Pajak Bumi Dan bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di 

Kabupaten Gorontalo Utara. Pada tabel ini kita lihat dari tahun 2013 mendapat nilai 

tingkat kriteria efektivitas sekitar 66% yaitu Kurang efektif di karenakan ada kesalah 

pahaman dari pihak KPP Pratama Provinsi Gorontalo dalam Pemberian data , 

kemudian kita lanjut pada tahun 2014 tingkat efektivitasnya naik dan mencapai 98%  

termasuk dalam kriteria efektiv, tahun 2015 mencapai 99% dengan kriteria efektivitas 

sebesar 99% dan tingkat efisiensi mencapai 29,14% dengan kriteria Sangat efisien, 

selanjutnya pada tahun 2016 mendapat nilai efektivitas sebesar 95% dengan kriteria 

Efektiv serta tingkat efisiensi sebesar 42.26% dengan kriteria sangat efisien, pada 

tahun 2017 mendapat tingkat efektivitas sebesar 99% dan tingkat efisien sebesar 

62,77% dengan kriterian Efisien , pada tahun 2018 mendapatkan nilai efektivitas 

sebesar 99% dengan kriteria Efektiv serta nilai tingkatan efisiensi sebesar 60,95% 

dengan kriteria Efisien, kemudian yang terakhir yaitu pada tahun 2019 mendapatkan 

tingkat efektivitas sebesar 96% dan termasuk dalam katagori Efektif ,serta tingkat 

efisiensi mendapatkan nilai sebesar 62,57%w 

 



 
 

 
 



 

85 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya maka di simpulkan 

sebagai berikut : 

1. Rasio efektivitas pajak bumi dan banggunan (PBB) di Kabupaten Gorontalo Utara 

Pada tahun 2013 mencapai 66% yang termasuk dalam katagori Kurang efektif karena 

masih kurangnya ketegasan pada tahun tersebut tentang Pajak Bumi dan Banguanan 

dan masih di naungi dan di wenanggi oleh pihak KPP Pratama provinsi Gorontalo, 

bukan hanya itu alasan ke tidak lunasan PBB pada tahun 2013 itu di karenakan 

kesalahan pemberian data dari pihak KPP Pratama Provinsi Gorontalo pada Pmerintah 

Kabupaten Gorontalo Utara sehingga database membaca bahwa Kabupaten Gorontalo 

Utara masih memiliki piutaang pada tahun 2013,tapi pemerintah di Kabupaten 

Gorontalo Utara tidak tinggal diam akan hal itu, mereka langsung memeriksa apa 

yang salah sehingga minumbulkan piutang padahal pada tahun 2013 PBB di 

Kabupaten Gorontalo Utara Lunas. 

Setelah diselidiki pada tahun 2014 ternyata ada kesalahan dari pihak KPP Pratama 

yang memberikan data mentah atau sebagian besar pembayaran PBB pada tahun 2013 

belum terinput pada databasenya,sehingga di data sebelumnya masih terbaca adanya 

piutang.  Tapi Pihak KPP Pratama Provinsi Gorontalo telah mengkui kesalahanya 

tersebut di karenakan kelalaian mereka sendiri . selanjutanya tahun 2014 sebesar  98% 

kemudian pada tahun 2015 sebesar 99%, selanjutnya pada tahun 2016 sebesar 95%,di 

lanjut lagi pada tahun tahun 2017 sebesar 99%, dan terahir pada tahun 2018 sebesar  

99%. Artinya dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan banggunan (PBB) 

di Kabupaten Gorontalo Utara pada setiap tahunya sudah mencapai tinggkat efektif 
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karena penagihan atau cara pemungutan PBB sudah sangat baik di kabupaten 

Gorontalo Utara. 

2. Rasio Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pada tahun 2015 Tingkat efisien Pajak 

Bumi dan Bangunan mencapapai 29.14% termasuk dalam tingkat sangat efsien karena 

sebagian besar biaya pemunggutan di gunakan dalam proses pemungutan pajak Bumi 

dan bangunan , kemudian pada tahun 2016 mencapai 42.26%  masih termasuk dalam 

tingkatan sangat efisien karena penggunan biaya Pemungutan sebesar 58.74%, 

selanjutnya pada tahun 2017 mencapai  62,77% dan masih masuk dalam tingkatan 

efisien karna masih menggunakan biaya pemungutan setidaknya kurang lebih 40% 

dan yang terahir pada tahun 2018 mencapai 60,95% masih masuk dalam tingkatan 

efisien karna masih menggunakan biaya pemungutan setidaknya kurang lebih 40%. 

5.2 Saran 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara harus dapat lebih tegas dalam 

menetapkan target PAD agar setiap tahunnya target PAD tersebut dapat terus 

meningkat sehingga kinerja pemerintah dapat lebih baik lagi dalam mencapai target 

PAD tersebut. Dengan semakin meningkatnya PAD yang didapat oleh suatu daerah 

terlebih dapat melampaui target yang dicapai, membuktikan kinerja Pemda 

Kabupaten Gorontalo Utara sudah sangat efektif, apalagi apabila target dari 

penerimaan PAD tersebut dapat meningkat setiah tahunnya. 

2. Lebih meningkatkan sosialisasi tentang pemunggutan Pajak terutama Pajak Bumi 

Dan Bangunan setiap tahunya  kepada masyarakat di tiap desa dan kecamatan agar 

para WP tau hak dan kewajibanya. 

3. Kemudian diharapkan kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten dapat 

mempertahankan kinerja dalam pemungutan, pengimputan, Pajak Bumi Dan 

Banggunan (PBB) agar tetap sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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4. Dan yang terakhir Penulis harap peran pemerintah Provinsi Gorontalo dapat 

memberikan reward kepada setiap Kabupaten yang telah mencapai target penerimaan 

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) agar kedepanya tidak hanya Kabupaten Gorontalo 

Utara saja yang dapat Mencapai targret, tapi juga Kabupaten-kabupaten lain yang ada 

di Gorontalo maupun di daerah lain. 
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